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Akupuntur, dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Marwah. 
 Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kesesuaian antara 
testimoni iklan dan pengalaman pasien yang telah melakukan pengobatan 
herbal dan akupuntur dan untuk mengetahui perlindungan konsumen 
terhadap testimoni iklan pengobatan herbal dan akupuntur 
 Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan 
data sekunder, dianalisi dengan menggunakan teknis analisi kualitatis 
kemudian dideskripsikan, yaitu dengan menganalisis data berdasarkan 
informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen-dokumen, serta 
hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden. 
 Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka 
penulis berkesimpulan antara lain: Testimoni iklan pengobatan tradisional 
tidak sesuai dengan kenyataannya. Pengobatan tradisional herbal dan 
akupuntur mempunyai efek samping sementara untuk kesembuhan, 
pengobatan tradisional memberikan waktu kesembuhan yang berbeda 
bagi setiap konsumennya tergantung respon tubuh konsumen. Hal 
tersebut berbeda dengan iklan yang disampaikan pelaku usaha yang 
memberikan janji dalam 3-5 tahap pengobatan penyakit dapat 
disembuhkan. Perlindungan konsumen terhadap testimoni iklan 
pengobatan tradisional herbal dan akupuntur yaitu pengawasan yang 
dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia  Daerah Sulawesi Selatan 
(KPID Sulsel) dengan secara aktif mengawasi peredaran iklan-iklan 
pengobatan tradisional herbal dan akupuntur yang menggunakan 
testimoni dari pasien dan berpotensi menyesatkan di media elektronik 
serta pembinaan yang dilakukan oleh Persatuan Perusahaan Periklanan 
Indonesia (PPPI) dengan memberikan arahan kepada perusahaan 
periklanan agar membuat iklan sesuai dengan Etika Pariwara Indonesia 
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A. Latar Belakang Masalah 
Penyakit adalah salah satu masalah yang mungkin seluruh 
manusia pasti pernah merasakannya. Dengan adanya penyakit, manusia 
tidak dapat produktif dalam melakukan aktivitasnya. Sebab itu, manusia 
akan berusaha mencari kesembuhan dari penyakitnya. Segala penyakit 
mempunyai obat dan teknik penyembuhan masing-masing. Kemajuan 
ilmu kesehatan yang pesat telah menghasilkan berbagai macam dan 
variasi dari metode  penyembuhan dari  masing-masing jenis jasa yang 
dapat dikonsumsi, baik melalui metode medis maupun tradisional.1 
Masyarakat pada umumnya dalam mengobati penyakit biasanya 
akan minum obat terlebih dahulu apabila sakit yang dirasakan dianggap 
ringan untuk menghilangkan rasa sakit dan akan langsung memeriksakan 
ke dokter apabila penyakit yang dirasakan berat dan tak kunjung sembuh. 
Namun pada masa kini mulai banyak berkembang klinik dengan metode 
penyembuhan tradisional yang dianggap sama atau malah lebih manjur 
dibandingkan metode penyembuhan medis.  
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 
pesat, pelaku usaha akan dengan sangat mudah mempromosikan, serta 
memasarkan barang dan/atau jasa yang diproduksi kepada masyarakat 
                                                           
1
 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Gramedia 
pustaka utama. Hlm. 11. 
2 
 
luas dengan menggunakan berbagai macam media termasuk didalamnya 
media televisi. Media televisi dianggap oleh pelaku usaha sebagai media 
yang paling efektif dalam mempromosikan produknya kepada masyarakat 
umum dibandingkan dengan media elektronik lainnya (radio) maupun 
media cetak (majalah, koran) karena tampilan audiovisual gambar yang 
lebih menarik perhatian masyarakat serta jangkauannya yang luas. 
Kondisi demikian sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen 
dikarenakan kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat 
terpenuhi kebebasan untuk memilih jenis kualitas barang dan/atau jasa 
sesuai dengan kemampuannya.2 
 Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan 
kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, sebab 
konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui 
cara penjualan dengan iklan, promosi, serta penerapan perjanjian standar 
yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya 
pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak-hak dan 
kewajibannya.3 
Iklan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi secara benar 
pada konsumen yang didasari pedoman yang telah ada, oleh karena itu 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan 
tegas kepada pelaku usaha periklanan yaitu pelaku usaha dilarang 
memproduksi, mempergunakan iklan yang menyesatkan dalam 
                                                           
2 Susanti Adi Nugroho. 2011. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara 
Serta Kendala Implementasinya. Kencana. Jakarta. hlm. 1. 
3 Ibid., hlm. 1. 
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memproduksi barang dan/atau jasanya. Batasan yang diberikan UUPK 
juga dapat dinyatakan sebagai janji perlindungan hukum dari perilaku 
ilegal pelaku usaha. Namun, hal ini berbeda seperti apa yang diharapkan, 
iklan yang seharusnya menyampaikan kepada konsumen mengenai 
informasi atas suatu produk barang/atau jasa secara jelas, jujur dan 
bertanggung jawab tetapi pada kenyataannya masih sering dijumpai 
bentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Misalnya untuk iklan 
obat-obatan, kode etik periklanan mensyaratkan iklan harus sesuai 
dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Departemen Kesehatan. 4
 Iklan tidak boleh memuat kata-kata yang berisi janji akan 
kesembuhan penyakit, tetapi hanya boleh menyatakan mampu membantu 
menghilangkan gejala penyakit, juga tidak boleh mencantumkan kata-kata 
“aman”, “tidak berbahaya”, atau “bebas resiko” tanpa disertakan 
keterangan lengkap yang menyertainya. Pemakaian tenaga profesional 
kesehatan sebagai model iklan, seperti dokter, perawat, ahli farmasi, 
rumah sakit, atau atribut-atribut profesi medis lainnya juga dilarang.5   
 Seperti yang dapat dilihat pada iklan pengobatan tradisional Sinshe 
Tong Ji Medistra yang ditayangkan di televisi maupun pada media cetak, 
iklan pengobatan tradisional ini memuat kata-kata tidak ada efek samping 
tanpa keterangan yang jelas, serta menawarkan sesuatu yang 
mengandung janji kesembuhan yang belum pasti dan menampilkan 
testimoni dari pasien yang mengalami penyakit kronis atas keberhasilan 
                                                           
4
 Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.135. 
5 Ibid., hlm. 135. 
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pengobatan yang dilakukan. Iklan ini mengesankan bahwa pengobatan 
tradisional efektif dalam menyembuhkan penyakit kronis dalam waktu 
singkat.  
 Setiap iklan yang memberikan informasi mengenai barang/jasanya 
harus dilengkapi informasi yang jelas sehingga tidak menyesatkan 
konsumen apalagi berkaitan dengan iklan pengobatan yang berhubungan 
dengan kesehatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran Pasal 35 ayat 5 (a) yaitu isi siaran dilarang 
bersifat menyesatkan dan/atau bohong. Pada  Pasal 4 bagian c UUPK 
konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha juga 
mengiklankan produknya dengan kata-kata tidak ada efek samping yang 
dapat ditafsirkan salah terhadap keamanannya dan menawarkan sesuatu   
janji kesembuhan yang belum pasti. Hal tersebut bertentangan dengan 
Pasal 9 ayat 1 bagian j & k UUPK, pelaku usaha dilarang mengiklankan 
suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah: 
menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, 
tidak mengandung resiko atau efek samping tertentu, tanpa keterangan 
yang lengkap. Iklan inipun  melanggar  Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi layanan kesehatan 
Pasal 5 dimana iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan tidak 
diperbolehkan apabila bersifat memberi testimoni dalam bentuk iklan atau 
publikasi di media massa serta melanggar Tata Krama dan Tata Cara 
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Periklananan Indonesia (TKTCI) dalam Bab II mengenai tata krama yaitu 
kesaksian konsumen harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis 
berdasarkan pengalaman yang sebenarnya. Nama dan alamat pemberi 
kesaksian harus dinyatakan dengan jelas dan sebenarnya. 
Dari sebagian kecil rumusan kode etik itu saja tampak betapa 
banyak iklan obat yang tidak memenuhi persyaratan. Iklan obat yang 
“tidak sehat” seperti itu tentu saja merugikan perusahaan obat sejenis, 
tetapi (lebih-lebih) merugikan konsumen yang tidak berhati-hati.6 
Mayoritas konsumen di Indonesia masih terlalu rentan dalam 
menyerap informasi iklan yang “tidak sehat”. Oleh karena itu, sangat 
riskan kiranya bila tidak diadakan yang memadai dan konsumen dibiarkan 
menimbang-nimbang serta memutuskan sendiri iklan apa yang pantas 
untuk dipercaya. Posisi yang tidak berimbang antara pelaku usaha dan 
konsumen akan mudah disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat. 
Apalagi jika pihak pelaku usaha yang lebih kuat itu didukung oleh fasilitas 
yang memungkinkannya bertindak secara monopolistis.7 Jika iklan itu 
diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha, tentu akan dipertanyakan, 
sejauh mana konsumen akan merasa aman dan yakin kebenaran isinya.8 
Dari gambaran tersebut dapat dijadikan kajian yang menarik untuk 
lebih melihat secara mendalam tentang upaya perlindungan konsumen 
terhadap testimoni iklan pengobatan tradisional herbal dan akupuntur dari 
tindakan pelaku usaha dalam mempromosikan produknya. 
                                                           
6 Ibid., hlm. 135. 
7
 Ibid., hlm. 136. 
8 Ibid., hlm. 138. 
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, 
maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kesesuaian antara testimoni iklan dan pengalaman 
pasien yang telah melakukan pengobatan herbal dan akupuntur ? 
2. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap testimoni iklan 
pengobatan herbal dan akupuntur ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui kesesuaian antara iklan dan pasien yang telah 
melakukan pengobatan herbal dan akupuntur. 
b. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap testimoni iklan 
pengobatan herbal dan akupuntur. 
2. Kegunaan Penelitian 
 Adapun Kegunaan dari penelitian  ini adalah : 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat dalam upaya perlindungan hukum konsumen  terhadap 
testimoni iklan pengobatan herbal dan akupuntur. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
masyarakat umum khususnya pada konsumen mengenai hak dan 
bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukannya terhadap 
kerugian yang dialami akibat testimoni iklan pengobatan herbal dan 
akupuntur. 




































A. Perlindungan Konsumen  
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen  (UUPK) pada Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa 
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
Perlindungan konsumen mempunyai arti yang luas meliputi perlindungan 
terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan 
untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga ke akibat-akibat dari 
pemakaian barang dan jasa itu. 
 Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum‟, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan 
tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi 
untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini 
disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun 
bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi 
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perhatian,teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak 
ditentukan oleh para pelaku usaha.9  
 
2. Asas & Tujuan Perlindungan Konsumen 
Dalam Pasal 2 UUPK yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan 
manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan 
konsumen, serta kepastian hukum”. 
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, 
yaitu :10 
a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala 
upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil. 
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. 
                                                           
9 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada. 
Jakarta. hlm. 1. 
10 Penjelasan Undang-Undang No.8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara 
menjamin kepastian hukum. 
 Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya 
mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara 
Republik Indonesia. 
 Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila 
diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu :11 
1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan 
keselamatan konsumen, 
2. Asas keadilan yang di dalamnya yang di dalamnya meliputi asas 
keseimbangan, dan 
3. Asas kepastian hukum.  
 
                                                           
11
 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada. 
Jakarta. hlm. 26. 
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 Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, 
mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan 
bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, 
dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat 
dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai 
pelau usaha dan konsumen.  Kepentingan pemerintah dalam rangka 
mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di 
antara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk 
kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan.12 
 Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang 
dikelompokkan ke dalam asas menfaat oleh karena keamananan dan 
keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat 
penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen di 
samping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan. 
 Asas kepastian hukum yang menurut Himawan, hukum yang 
berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana 
seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan 
melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan.13 
 
 
                                                           
12
 Ibid., hlm. 28. 
13 Ibid., hlm. 33. 
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Tujuan dari perlindungan konsumen diatur dalam UUPK pada Pasal 3, 
yaitu : 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri; 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 
jasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 
untuk mendapatkan informasi; 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 
 
3. Konsumen 
a. Pengertian Konsumen 
 Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer 
(Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari 
consumer atau consument itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. 
Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap 
orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa 
nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna 
tersebut. Sedangkan menurut Kotler, konsumen adalah individu dan kaum 
rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal.14 Begitu pula Kamus 
                                                           
14




Besar Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai 
pemakai atau konsumen.15 
Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:16 
a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau 
jasa digunakan untuk tujuan tertentu; 
b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang 
dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat 
barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial); 
c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan 
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi 
kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan 
tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial). 
 
 Bagi konsumen antara barang dan/atau jasa adalah barang atau 
jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari 
produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau 
peadagang, barupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi 
mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa 
di pasar industri atau pasar produsen. 
 Bagi konsumen akhir, yaitu setiap orang yang mendapat atau 
menggunakan untuk kebutuhan pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangga 
yang tidak diperdagangkan. Barang atau jasa konsumen ini umumnya 
diperoleh di pasar-pasar konsumen dan terdiri dari barang atau jasa yang 
umumnya digunakan di dalam rumah-rumah tangga masyarakat. 
 
                                                           
15 Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 
23. 
16 Ibid., hlm. 25. 
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 Namun dalam UUPK tidak dikenal adanya konsumen antara dan 
konsumen akhir, melainkan hanya konsumen Pasal 1 angka (2) UUPK : 
Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat. Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.  
 
 Penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan Pasal 1 angka (2) 
UUPK tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan 
”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat”, apabila dihubungkan dengan anak kalimat 
yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain”, tampak ada kerancuan di dalamnya. 
Sebagai pemakai dengan sendirinya, dan bukan untuk keluarga, 
bijstander , atau makhluk hidup lainnya. Demikian pula penggunaan istilah 
“pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, 
walaupun sebelumnya telah terjadi transaksi jual beli. Jika seandainya 
istilah yang digunakan “setiap orang memperoleh”  maka secara hukum 
akan memberikan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh 
dapat digunakan dengan baik untuk kepentingan sendiri maupun orang 
lain.17 
 Berdasar hal itu, apabila badan hukum, keluarga, dan orang lain 
diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian 
konsumen sebaiknya menentukan bahwa :18 
                                                           
17 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada. 
Jakarta. hlm. 4-5. 
18 Ibid., hlm. 6. 
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“Konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau 
memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk 
diperdagangkan”. 
 Disebutkannya kata “berasal dari pelaku usaha” dalam rumusan  di 
atas, karena pengertian konsumen dalam UUPK sangat terkait dengan 
masalah tuntutan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha, 
sedangkan konsumen (dalam pengertian sehari-hari) yang tidak 
memperoleh barang/jasa dari pelaku usaha tidak tercakup dalam undang-
undang ini.19 
 
b. Hak dan Kewajiban Konsumen  
 Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan 
hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek 
hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan 
sekadar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata 
lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik  perlindungan yang 
diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. 
Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu20 
1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 
3. Hak untuk memilih (the right to choose); 
4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 
                                                           
19
 Ibid., hlm. 7. 
20 Celina Tri Siwi Kristiyanti. Op.Cit., hlm. 30. 
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Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK adalah 
sebagai berikut : 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasasesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 
 Disamping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak 
konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya 
dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban 
dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku 
usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. 
 Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi 
dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari 
pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan 
tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi 
“persaingan curang” (unfair competition). 
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 Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam 
bisnis) ini diatur secara khusus pada pasal 382 bis Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. Selanjutnya, sejak 5 Maret 2000 diberlakukan juga UU 
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukkan bagi 
sesama pelaku usaha tidak bagi konsumen langsung. Kendati demikian, 
kompetisi tidak sehat di antara mereka pada jangka panjang pasti 
berdampak negatif bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran 
rebutan adalah konsumen itu sendiri. Disini letak arti penting mengapa 
hak ini perlu dikemukakan, agar tdak berlaku pepatah “dua gajah 
berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah”.21 
 Adanya hak pasti diiringi dengan adanya kewajiban, mengingat hak 
dan kewajiban sangat erat hubungannya maka UUPK dalam Pasal 5 telah 
menentukan kewajiban konsumen, yaitu : 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi 
keamanan dan keselamatan; 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakatai; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut.” 
                                                           
21 Ibid., hlm. 32. 
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 Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk 
informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau 
jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat 
pengaturan.22 
 Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah 
menyampaikan peringatan secara jelas pada suatu produk, namun 
konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. 
Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha 
tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita 
kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Misalnya untuk 
penggunaan obat-obatan dari dokter atau berdasarkan etiket produk 
tersebut telah diberikan instruksi bahwa pemakaiannya hanya dalam dosis 
tertentu, namun konsumen sendiri yang tidak mematuhi instruksi tersebut. 
Kesalahan konsumen dalam penggunaan produk, juga banyak terjadi 
pada penggunaan obat bebas (obat tanpa resep). Walaupun obat bebas 
tersebut adalah obat yang dinyatakan oleh para ahli aman dan manjur 
apabila digunakan sesuai petunjuk yang tertera pada label beserta 
peringatannya, namun konsumen harus menyadari bahwa mengobati diri 
sendiri dengan menggunakan obat bebas sesungguhnya bukanlah hal 
yang mudah, sederhana dan selalu menguntungkan. Tanpa dibekali 
dengan pengetahuan yang memadai, tindakan tersebut dapat 
menyebabkan terjadinya ketidaktepatan penggunaan obat, yang 
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 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada. 
Jakarta. hlm. 47. 
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bukannya menyembuhkan tetapi justru memperparah penyakit, 
memperburuk kondisi tubuh atau menutupi gejala yang sesungguhnya 
menjadi ciri utama penyakit yang lebih serius dan berbahaya.23 
 Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat terlihat jika 
peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak 
mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, seperti kasus ER 
Squib & Sons Inc V Cox, pengadilan berpendapat bahwa konsumen tidak 
dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan 
tegas. Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan 
efektif untuk mengkomunikasikan peringatan itu, yang menyebabkan 
konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian 
ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan.24 
 Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada 
transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan 
karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan mulai pada 
saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku 
usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak 
barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha). 
 Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang 
disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan 
semestinya demikian. 
                                                           
23
 Ibid., hlm. 48. 
24 Ibid., hlm. 48. 
20 
 
 Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah 
kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 
perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap hal sebagai 
hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan 
adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, 
sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak 
dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.25 
 Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, 
sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk 
mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. Hak ini menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen 
mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja 
kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak 
diikuti oleh kewajiban sama dari pihak pelaku usaha (Pasal 7 UUPK).26 
 
4. Pelaku Usaha 
a. Pengertian Pelaku Usaha  
Dalam Pasal 1 angka (3) UUPK disebutkan pelaku usaha adalah setiap 
orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik 
                                                           
25
 Ibid., hlm. 49. 
26 Ibid., hlm. 50. 
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sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
 Pelaku usaha yang dimaksudkan pada Pasal  1 angka (3) UUPK 
tidak hanya membatasi produsen hanya sebagai pabrikan saja, tetapi juga 
perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, 
termasuk pedagang distributor (dan jaringannya), serta termasuk juga 
korporasi, badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, importer dan lain-
lain.27 
 Sedangkan menurut kalangan periklanan, terdapat beberapa istilah 
pelaku usaha periklanan, yaitu sebagai berikut.28 
1. Pengiklanan, yaitu badan usaha yang memesan iklan dan 
membayar biaya pembuatannya untuk promosi/pemasaran 
produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai 
informasi lain tentang produk tersebut, kepada perusahaan iklan. 
2. Perusahaan periklanan, yaitu perusahaan atau biro iklan yang 
merancang, membuat atau menciptakan iklan berdasarkan pesan 
atau informasi yang disampaikan pengiklan padanya. 
3. Media periklanan, yaitu media non-elektronik (koran, majalah, dst) 
atau media elektronik (radio, televisi, komputer) yang digunakan 
untuk menyiarkan dan/atau menayangkan iklan-iklan tertentu. 
 
                                                           
27 Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.41. 
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 Larasty Indriany Septianingsih. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Anti 
Nyamuk Atas Iklan Anti Nyamuk Di Televisi. Skripsi. Makassar. hlm. 14. 
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 Berdasarkan Pasal 20 UUPK, pelaku usaha periklanan 
bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang 
ditimbulkan oleh iklan tersebut. Maka jelas bahwa ketiga unsur periklanan 
tersebut, semua atau masing-masing adalah pelaku usaha periklananyang 
bertanggung jawab atas iklan yang dibuat dan akibat-akibat yang 
ditimbulkannya. 
 
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
 Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha 
dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada 
konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 6 UUPK yaitu : 
a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik; 
c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen; 
d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan; 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 
 Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan 
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, 
menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika 
kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak 
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atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas 
barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu 
barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang 
serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan 
demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.29 
 Hak-hak pelaku usaha juga dapat ditemukan antara lain pada 
faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas 
kerugian akibat cacat  barang yang timbul dikemudian hari pada produk  
(Pasal 27 UUPK), yaitu apabila:30 
1. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan; 
2. Cacat timbul dikemudian hari; 
3. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen; 
4. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan 
produksi; 
5. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh 
penguasa. 
 Di Amerika Serikat, faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha 
dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meliputi: 
1. kelalaian si konsumen penderita;31 
2. penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk 
dibuat (unforseeable misuse); 
                                                           
29 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada. 
Jakarta.  hlm. 50-51. 
30
 Ibid., hlm. 159. 
31 Ibid., hlm. 165. 
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3. lewatnya jangka waktu penuntutan waktu penuntutan (daluarsa), 
yaitu 6 (enam) tahun setela pembelian, atau 10 tahun sejak barang 
diproduksi; 
4. produk pesanan pemerintah pusat (federal); 
5. kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelalaian yang dilakukan 
oleh pelaku usaha lain dalam kerja sama produksi (di beberapa 
negara bagian yang mengakui joint and several liabilitiy). 
Dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut: 
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
d. menjamin mutu barang barang dan/atau jasa yang diproduksi 
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu 
barang dan/atau jasa yang berlaku; 
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
g. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 





 Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam 
melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan 
beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa. 
 Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada 
pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan 
usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk 
beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada 
tahap purna penjualan,  sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad 
baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini 
tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi 
konsumen dimulai sejak konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan 
produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.32 
 Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan 
informasi yang benas, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa sarta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, 
dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan 
hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari 
pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), 
yang akan merugikan konsumen. 
 
                                                           




 Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen 
mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran 
mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap 
konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang 
berupa instruksi. 
 Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk, karena 
salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah 
terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang 
dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan 
misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau 
brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak 
selamanya memuat informasi yang benar karena pada umumnya hanya 
menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan 
produk tersebut ditutupi.33 
 Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan 
suatu produk yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun 
keduanya memiliki fungsi yang berbeda yaitu instruksi terutama telah 
diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan 
peringatan dirancang untuk menjamin keamanan pengguna produk, 
sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan 
produk. Peringatan yang merupakan bagian dari pemberian informasi 
kepada konsumen ini merupakan pelengkap dari proses produksi. 
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Peringatan yang diberikan kepada konsumen ini memegang peranan 
penting dalam kaitan dengan keamanan suatu produk. Dengan demikian 
pabrikan (produsen pembuat wajib menyampaikan peringatan kepada 
konsumen). Hal ini berarti bahwa tugas produsen pembuat tersebut tidak 
berakhir hanya dengan menempatkan suatu produk dalam sirkulasi. 
Produk yang dibawa ke pasar tanpa petunjuk cara pemakaian dan 
peringatan atau petunjuk dan peringatan yang sangat kurang/tidak 
memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai produk yang 
cacat instruksi. Hal ini berlaku bagi peringatan sederhana, misalnya 
“simpan di luar jangkauan anak-anak” dan berlaku pula terhadap 
peringatan mengenai efek samping setelah pemakaian suatu produk 
tertentu. Peringatan demikian maupun petunjuk-petunjuk pemakaian 
harus disesuaikan dengan sifat produk dan kelompok pemakai.34 
 Selain peringatan, instruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi 
penggunaan produk juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian 
bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa 
instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk merupakan 
kewajiban bagi produsen agar produknya tidak dianggap cacat (karena 
ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai). Sebaliknya, 
konsumen berkewajiban untuk membaca, atau mengikuti petunjuk 
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informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau 
jasa, demi keamanan dan keselamatan.35 
 
c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Konsumen semata-mata bergantung pada informasi yang diberikan 
dan disediakan oleh pelaku usaha. Sampai seberapa jauhkah seorang 
konsumen dapat mengerti dan memahami rangkaian informasi yang 
diberikan tersebut, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan 
komposisi mayoritas penduduk indonesia yang relatif masih kurang 
“”terpelajar”, rasanya suatu informasi yang diberikan tanpa disertai dengan 
edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya.36 
Sebagai konsekuensi hukum dari pelarangan yang diberikan oleh 
UUPK dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan 
konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh 
pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada 
konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban 
dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi 
atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.37 
Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, 
kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita 
oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku 
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36 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2003. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Gramedia 
Pustaka Utama. hlm. 58. 
37 Ibid., hlm. 59. 
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usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen 
atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.38 
Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami 
oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa 
kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa 
ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada 
dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan 
tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum. 
Kedua dasar tuntutan ganti kerugian ini dibahas secara khusus di bawah 
ini :39 
1. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi 
Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat 
tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian 
yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang 
didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. 
 Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, 
maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan 
konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga 
(bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat 
menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. 
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 Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi 
merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban 
tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban 
jaminan/garansi dalam perjanjian.40 Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat 
berupa:41 
a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 
b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; 
c. Terlambat memenuhi prestasi; 
d. Melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk 
dilakukan. 
Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa 
akibat yang tidak mengenakkan bagi debitur, karena debitur harus:42 
a. Mengganti kerugian; 
b. Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi 
menjadi tanggung gugat debitur; 
c. Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat 
meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian;  
 Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur 
karena terjadinya wanprestasi, ada dua kemungkinan pokok yang dapat 
dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan 
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kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih 
lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:43 
a. Pembatalan kontrak saja; 
b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi; 
c. Pemenuhan kontrak saja; 
d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. 
 Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, 
kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat 
penetapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum 
yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan 
perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang 
menentukan apakah harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang 
menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus 
dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
 Disamping ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat 
oleh para pihak, ketentuan ganti kerugian yang bersumber dari hukum 
pelengkap juga harus mendapat perhatian, seperti ketentuan tentang 
wanprestasi dan cacat tersembunyi serta ketentuan lainnya. Ketentuan-
ketentuan ini melengkapi ketentuan yang telah disepakati oleh kedua 
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belah pihak, dan ketentuan ini hanya dapat dikesmapingkan jika para 
pihak menjanjikan lain.44 
 
2. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum 
 Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada 
perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), 
tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar 
hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan 
konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap 
pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan 
perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak 
ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian. 
 Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut 
harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti 
bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian harus dipenuhi unsur-unsur 
sebagai berikut:45 
1) Ada perbuatan melanggar hukum; 
2) Ada kerugian; 
3) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan 
kerugian; dan 
4) Ada kesalahan. 
                                                           
44
 Ibid., hlm. 129. 
45 Ibid., hlm. 130. 
33 
 
Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud di atas tidak lagi hanya 
sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar 
hukum tersebut dapat berupa:46 
a. Melanggar hak orang lain; 
b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; 
c. Berlawanan dengan kesusilaan baik; dan 
d. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan 
dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain. 
 
5. Penyelesaian Sengketa Konsumen  
 Dalam Pasal 23 UUPK dikatakan bahwa apabila pelaku usaha 
pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak 
memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan 
konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku 
usaha, dan menyelesaikan penyelesaian yang timbul melalui lembaga 
yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen, atau dengan cara 
mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan 
konsumen.  
 Disini terlihat bahwa UUPK memberikan alternatif penyelesaian 
melalui badan di luar sistem peradilan yang disebut dengan Badan 
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Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selain melalui Pengadilan 
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen.47 
 Masalah penyelesaian sengketa dalam UUPK diatur dalam Bab X 
yang terdiri dari empat pasal, yang dimulai dari Pasal 45 sampai dengan 
Pasal 48. Jika kita baca rumusan yang diberikan dalam pasal-pasal 
tersebut, dan beberapa ketentuan yang diatur dalam Bab XI UUPK 
tentang BPSK, ada dua hal pokok yang dapat dikemukakan disini, yaitu :48 
1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah 
suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya 
sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun 
demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup 
untuk memberikan shock therapy bagi pelaku usaha yang nakal, 
karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi 
penyidik. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK, tidak 
menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan 
perundang-perundangan yang berlaku.   
 Untuk mengakomodasi kewenangan yang diberikan oleh UUPK 
kepada BPSK selaku lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan 
persengketaan konsumen di luar pengadilan UUPK memberikan 
kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administrasif 
bagi pelaku usaha . 
                                                           
47 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Gramedia 
Pustaka Utama. hlm. 72. 
48 Ibid., hlm. 73. 
35 
 
 BPSK sebagai suatu  lembaga penyelesaian perselisihan di luar 
pengadilan dalam memutuskan pelaksanaan atau penetapan 
eksekusinya harus meminta keputusan dari pengadilan. 
2. UUPK, membedakan jenis gugatan yang dapat diajukan ke BPSK 
berdasarkan persona stand in judicio. Rumusan pasal 46 ayat (1) 
yang menyatakan setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha 
dapat dilakukan oleh:49 
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang 
bersangkutan; 
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 
memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, 
yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas 
bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut  adalah untuk 
kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 
d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa 
yang dikonsumsi atau dimanfaatkan memgakibatkan kerugian 
materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit; 
Hal ini hanya merupakan aturan umum. Karena itu dalam penjelasan 
Pasal 46 ayat (2) ditentukan lebih lanjut bahwa gugatan yang diajukan 
                                                           
49 Ibid., hlm. 74. 
36 
 
oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat, atau pemerintah. 
 Ketentuan tersebut sebenarnya hanya berupa penegasan kembali 
dari ketentuan Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap 
konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 
lembaga yang bertugas menyelesaikan antara konsumen dan pelaku 
usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 
 Penyelesaian sengketa konsumen  sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 45 ayat 2 UUPK ini, tidak menutupi kemungkinan dilakukannya 
penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada 
umumnya dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa, selalu 
diupayakan untuk menyelesaikannya secara damai di antara kedua belah 
pihak yang bersengketa. 
 Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah 
penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa 
(pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau BPSK, dan 
tidak bertentangan dengan UUPK ini.50 
 
B. Pengobatan Tradisional 
1. Pengertian Pengobatan Tradisional  
 Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 
Pasal 1 (1) pengertian pengobatan tradisional adalah pengobatan 
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dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu 
kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan/atau 
pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku 
dalam masyarakat. Sedangkan obat tradisional Tiongkok adalah obat-
obatan yang digunakan dokter tradisional Tiongkok untuk mencegah, 




2. Jenis Pengobatan Tradisional 
 
 
 Menurut Asmino, pengobatan tradisional ini terbagi menjadi dua 
yaitu cara penyembuhan tradisional atau traditional healing yang terdiri 
daripada pijatan, kompres, akupuntur dan sebagainya serta obat 
tradisional atau traditional drugs yaitu menggunakan bahan-bahan yang 
telah tersedia dari alam sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. 
Obat tradisional ini terdiri dari tiga jenis yaitu pertama dari sumber nabati 
yang diambil dari bagian-bagian tumbuhan seperti buah, daun, kulit 
batang dan sebagainya. Kedua, obat yang diambil dari sumber hewani 
seperti bagian kelenjar-kelenjar, tulang-tulang maupun dagingnya dan 
yang ketiga adalah dari sumber mineral atau garam-garam yang bisa 
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didapatkan dari mata air yang keluar dari tanah contohnya, air mata air 
zam-zam yang terletak di Mekah Mukarramah.52 
a. . Obat Herbal  
 Obat herbal didefinisikan sebagai obat-obat yang dibuat dari bahan 
alami seperti tumbuhan yang sudah dibudidayakan maupun tumbuhan 
liar. Selain itu, obat herbal juga bisa terdiri dari obat yang berasal dari 
sumber hewani, mineral atau gabungan antara ketiganya. Sebanyak 
150,000 daripada 250,000 spesis tumbuhan yang diketahui di dunia 
adalah berasal dari kawasan tropika. Di Malaysia saja, kira-kira 1,230 
jenis spesies tumbuhan telah lama digunakan di dalam rawatan 
tradisional. Kaum Melayu misalnya sering menggunakan akar susun 
kelapa (Tabernaemontana divaricata), akar melur (Jasminum sambac), 
bunga raya (hibisus rosa sinensis) dan ubi memban (marantha 
arundinacea) untuk rawatan kanser.  
 Dalam pengobatan tradisional ini, memang masih kurang data 
laboratorium tentang khasiat serta manfaat tanaman-tanaman tersebut. 
Oleh sebab itu, di kalangan ahli dokter modern menganggap pengobatan 
alternatif ini kurang ilmiah karena tidak didukung dengan data klinis yang 
valid. Para ahli pengobatan tradisional ini pada dasarnya melihat 
kesehatan sebagai satu pendekatan holistik di mana jika adanya berlaku 
gangguan pada salah satu organ tubuh maka ini akan menyebabkan 
ketidakseimbangan pada organ tubuh yang lainnya. Tujuan utama 
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pengobatan ini dilakukan lebih kepada penyembuhan dengan 
menyeimbangkan kondisi organ-organ ini dan bukan hanya untuk 
menghilangkan gejala saja. 
 
b. Pijat Tradisional  
 Pijat adalah sebuah perlakuan ”hands-on”, di mana terapis 
memanipulasi otot dan jaringan lunak lain dari tubuh untuk meningkatkan 
kesehatan dan kesejahteraan. Berbagai jenis pijat dari lembut membelai 
hingga teknik manual yang lebih dalam untuk memijat otot serta jaringan 
lunak lainnya. Pijat ini telah dipraktikkan sebagai terapi penyembuhan 
selama berabad-abad yang hampir ada dalam setiap kebudayaan di 
seluruh dunia. Ini dapat membantu meringankan ketegangan otot, 
mengurangi stres, dan membangkitkan rasa ketenangan. Meskipun pijat 
mempengaruhi tubuh secara keseluruhan, hal itu terutama mempengaruhi 
aktivitas, sistem muskuloskeletal, peredaran darah, limfatik, dan juga 
saraf. 
 
c. Akupuntur  
 Akupuntur adalah cara pengobatan yang menggunakan cara 
menusuk jarum pada titik-titik tertentu pada tubuh badan manusia dan 
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digunakan untuk mengembalikan serta mempertahankan kesehatan 
seseorang dengan menstimulasi titik-titik itu.53 
 
3. Iklan 
a. Pengertian Iklan 
 Dalam Pasal 1 bagian 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran siaran iklan adalah siaran informasi yang besifat 
komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan 
gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak lembaga penyiaran yang 
bersangkutan. 
 Menurut Kotler, periklanan didefinisikan sebagai bentuk penyajian 
dan promosi ide, barang atau jasa secara nonpersonal oleh suatu sponsor 
tertentu yang memerlukan pembayaran. Menurut Rhenald Kasali, secara 
sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu 
produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu media. Namun 
demikian, untuk membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih 
diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli.54 
 Dalam UUPK tidak dijelaskan mengenai iklan, pada UUPK hanya 
diberikan pengertian mengenai promosi, dalam UUPK Pasal 1 angka (6) 
dijelaskan mengenai promosi yaitu: 
                                                           
53 Obat Tradisional. http://buktikanbisa.blogspot.com/2012/03/obat-tradisional-makalah.html 
diakses pada hari Kamis.7 februari 2013  pukul 19:26  
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 Jenis iklan http://rellsafan.blogspot.com/2012/05/pengertian-iklan-dan-jenis-jenis-iklan.html 
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Promosi adalah kegiatan penyebaran atau penyebarluasan informasi 
suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap 
barang dan/atau jasa yang akan ada sedang diperdagangkan. 
 
 Pengertian ini tampak bersesuaian dengan praktik dunia usaha, 
yang tidak saja melakukan kegiatan pengenalan atau penyebarluasan 
informasi atas barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan , tetapi 
sekaligus kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan pengenalan yang 
bertujuan menarik minat beli konsumen, maka harga yang ditawarkan 
biasanya lebih rendah daripada harga barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan di tempat lain. Pelaku usaha menyebut harga yang 
ditawarkan ini dengan istilah “harga promosi”.  
 
b. Iklan Testimoni 
 Menurut kamus besar bahasa Indonesia testimoni adalah 
kesaksian.55 Jadi iklan testimoni adalah iklan yang memberikan kesaksian 
konsumen terhadap suatu "keberhasilan" menggunakan produk barang 
atau jasa baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, iklan 
ini sebagian besar menggunakan orang awam. Manfaat sebuah testimoni 
yaitu informasi produk dapat disampaikan secara persuasif. Testimoni 
dalam iklan ini adalah cara yang biasa digunakan oleh pelaku usaha 
dalam mengiklankan produknya agar dapat menarik minat konsumen 
untuk menggunakan barang atau jasa yang diproduksinya.56 
                                                           
55 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. hlm. 1187. 
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 Iklan Testimonial. http://bitebrands.blogspot.com/2011/10/iklan-testimonial-pengalaman-
tentang.html. Diakses pada kamis 14 Maret 2013. Pukul 21.54 
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c. Tujuan, Media, dan Fungsi Iklan 
 Menurut Philip Kotler tujuan iklan merupakan suatu tugas 
komunikasi tertentu dan tingkat pencapaiannya harus diperoleh pada 
audiens tertentu dalam kurun waktu tertentu. Tujuan iklan dapat 
digolongkan menurut apakah sasarannya untuk menginformasikan, 
membujuk, mengingatkan, atau memperkuat.57 
1. Iklan informatif dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan 
pengetahuan tentang produk baru atau ciri baru produk yang 
sudah ada; 
2. Iklan persuasif dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, 
preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau jasa; 
3. Iklan pengingat dimaksudkan untuk merangsang pembelian produk 
dan jasa kembali; dan 
4. Iklan penguatan dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli sekarang 
bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat.  
 Media iklan adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan sponsor atau iklan. Media yang paling banyak 
digunakan adalah televisi, radio, koran, majalah dan surat langsung. 
Media lain yang biasa digunakan adalah poster-poster dan papan 
reklamen, brosur dan pemberian sampel secara langsung atau sebagai 
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 Philip Kotler. 1994. Manajemen Pemasaran:Analisis, Perencanaan dan Pengendalian. Jilid II. 
Edisi Kelima. Erlangga. Jakarta. hlm. 270 
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hadiah.58 Pada prinsipnya, jenis media iklan dalam bentuk fisik dibagi 
kedalam dua kategori yaitu:59 
1. Media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan 
visual yang dihasilkan dari proses percetakan, bahan baku 
dasarnya maupun sarana penyampaian pesannya menggunakan 
kertas. Media cetak adalah suatu dokumen atas segala hal tentang 
rekaman peristiwa yang diubah dalam kata-kata, gambar foto dan 
sebagainya (contoh : surat kabar, majalah, tabloid, brosur, pamflet, 
poster). 
2. Media elektronik adalah media yang proses bekerjanya berdasar 
pada prinsip elektronik dan elektromagnetis (contoh : radio, 
televisi, internet). 
 Fungsi iklan menurut Alo Liliweri  yang dikutip dari beberapa 
sumber seperti Wright, S.W. Dunn dan Bover dapat dijelaskan sebagai 
berikut :60 
1. Fungsi pemasaran 
Fungsi pemasaran adalah fungsi untuk menjual informasi tentang 
barang, jasa maupun gagasan melalui media sebagai upaya: 
a. Mengidentifikasi produk dan menjelaskan perbedaannya 
dengan produk lain; 
b. Menganjurkan penggunaan produk baru secara bertahap; 
                                                           
58 William Pattis. 1993. Karier Bisnis Dalam Periklanan. Dahara Prize. Jakarta. hlm. 19. 
59 Media iklan. http://greatadvertising.com.media-iklan-di-indonesia. Diakses pada hari Jumat. 8 
Februari 2013. Pukul 9:53   
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 Fungsi iklan. http://vinspirations.blogspot.com.jenis-iklan-dan-fungsi-iklan. Diakses pada hari 
Jumat. 8 Februari 2013. Pukul 10.05  
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c. Menunjang penyebaran untuk meningkatkabn penggunaan 
produk; dan 
d. Membangun rasa cinta dan dekat pada produk untuk 
mengikat  konsumen dalam jangka waktu yang lama. 
2. Fungsi komunikasi 
Fungsi komunikasi adalah upaya memberi penerangan dan 
informasi tentang produk, memberi pesan yang berbau pendidikan, 
menciptakan pesan yang bersifat menghibur dan mempengaruhi 
khalayak untuk dekat dan selalu membeli dan memakai produk 
secara tetap. 
3. Fungsi pendidikan 
Melalui iklan, orang dapat belajar sesuatu dari yang dibacanya, 
ditonton maupun didengar, khalayak dapat mengkonsumsi produk 
yang sesuai untuk merek dan dapat memperbaiki gaya hidup 
menjadi lebih baik. 
4. Fungsi ekonomi 
Keuntungan ekonomis yang diperoleh khalayak melalui iklan 
adalah mereka lebih mudah mengakses produk yang dibutuhkan 
yang bisa menjadikan khalayak efisien dari segi biaya. 
5. Fungsi sosial 
Dalam fungsi sosial, iklan membantu menggerakkan perilaku 




c.  Asas Periklanan Di Indonesia 
 Pada Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI), 
asas periklanan diatur dalam BAB II bagian A yaitu:61  
a. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan 
dengan hukum yang berlaku. 
b. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan/atau merendahkan 
martabat, agama, tata susila, adat, budaya, suku dan golongan. 
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A. Lokasi Penelitian 
Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar Propinsi  Sulawesi 
Selatan yaitu : 
1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan 
2. Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan 
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar 
4. Klinik pengobatan herbal dan akupuntur 
5. Dinas Kesehatan Kota Makassar 
6. Konsumen / pasien 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam proses pelaksanaan 
penelitian yaitu : 
a. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara 
langsung dari narasumber dan responden. 
b. Data sekunder, yaitu ada data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan, buku-buku, laporan-laporan penelitian dan  naskah-






C. Populasi dan Sampel 
 Populasi dari penelitian ini adalah klinik pengobatan tradisional 
herbal dan/atau akupuntur yang telah terdaftar pada Dinas Kesehatan 
Kota Makassar dan mengiklankan barang dan/atau jasanya. Sedangkan 
sampel dari penelitian ini adalah 3 klinik pengobatan herbal dan/atau  
akupuntur yang telah terdaftar pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dan 
mengiklankan barang dan/atau jasanya dengan menjanjikan kesembuhan. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
  Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research) penulis 
menggunakan metode yaitu: 
a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan 
pengambilan data secara langsung melalui tanya jawab 
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara 
dilakukan terhadap: 
 Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penyiaran Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Sulawesi Selatan 
 Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan 
 Kepala Sub Bagian Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar 




b. Kuesioner, yaitu membagikan daftar pertanyaan kepada responden 
pasien pengobatan tradisional herbal dan akupuntur. Jenis 
pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner tersebut adalah 
pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka, dimana jawabannya 
sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden akan diberikan 
kesempatan untuk memberikan jawaban lain. Pembagian 
Kuesioner kepada : 
 20 Pasien klinik pengobatan herbal dan akupuntur 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
 Yaitu dengan cara membaca dan menelaah beberapa literatur 
maupun buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk 
mendapatkan kegiatan teoritis tentang masalah yang dikaji. 
 
E. Analisis Data 
 Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer 
maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 
kualitatif kemudian dideskripsikan, yaitu dengan menganalisis data 
berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen-
dokumen serta hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden. 
Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap testimoni iklan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kesesuaian Antara Testimoni Iklan dan Pengalaman Pasien Yang 
Telah Melakukan Pengobatan Tradisional Herbal dan Akupuntur 
 Definisi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
mengenai obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa 
bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran 
dari bahan tersebut, yang secara turun temurun telah digunakan untuk 
pengobatan berdasarkan pengalaman.62 
 Obat tradisional herbal yang beredar dipasaran ada berbagai 
macam. BPOM sendiri membedakan obat hebal menjadi beberapa jenis, 
yaitu :63 
1. Jamu adalah obat tradisional Indonesia. Ramuan atau bahan-
bahan yang digunakan untuk membuat jamu biasanya merupakan 
bahan yang secara turun temurun digunakan untuk pengobatan 
tradisional. Karena obat tradisional merupakan produk yang dibuat 
dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat 
beragam, maka untuk menjamin mutu obat tradisional diperlukan 
cara pembuatan yang sangat beragam, maka untuk menjamin mutu 
obat tradisional diperlukan cara pembuatan yang baik dengan lebih 
memperhatikan proses produksi dan penanganan bahan baku. 
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 Amankah obat herbal http://medicastore.com/artikel/285/Obat_Herbal_Amankah_.html 
63 Amankah obat herbal http://medicastore.com/artikel/285/Obat_Herbal_Amankah_.html.Ibid. 
50 
 
Untuk itu pihak BPOM telah mengeluarkan standar produksi obat 
tradisional yang dikenal dengan CPOTB (Cara Pembuatan Obat 
Tradisional yang Baik) 
2. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah 
dibuktikan kemanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji 
praklinik dan bahan bakunya telah di standarisasi. Jadi pada tahap 
ini obat herbal tersebut selain telah distandarisasi bahan baku dan 
proses produksinya juga harus melalui proses pengujian di 
laboratorium yang meliputi uji khasiat dan uji keamanan. Uji khasiat 
dilakukan terhadap hewan uji yang secara fisiologi dan anatomi 
dianggap hampir sama dengan manusia, sedangkan uji kemanan 
dilakukan untuk mengetahui apakah bahan baku tersebut 
membahayakan atau tidak. Uji keamanan yang dilakukan berupa uji 
toksisitas akut, uji toksisitas subkronis atau bila diperlukan uji 
toksosisitas kronis. Dari hasil pengujian praklinik tersebut akan 
dapat diketahui mengenai khasiat bahan tersebut, dosis yang tepat 
untuk terapi, keamanan dan bahkan efek samping yang mungkin 
timbul. 
3. Fitofarmaka merupakan standar yang lebih tinggi lagi terhadap obat 
herbal. Fitofarmaka sendiri adalah sediaan obat bahan alam yang 
telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji 
praklinik dan uji klinik. Jadi selain obat telah melalui proses 
standarisasi produksi dan bahan baku, kemudian  melakukan uji 
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praklinik dilaboratorium, maka selanjutnya obat dilakukan uji coba 
kepada manusia (uji klinik) untuk mengetahui khasiatnya terhadap 
orang sakit ataupun orang sehat sebagai pembanding. Tahapan ini 
yang biasanya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal 
karena melibatkan banyak orang. Setelah lolos uji klinik maka obat 
herbal tersebut memiliki evidance based herbal medicine yang 
artinya telah memiliki bukti medis terhadap khasiat dan 
keamanannya bagi manusia. Di Indonesia sendiri saat ini telah ada 
beberapa jenis obat herbal yang telah masuk dalam golongan 
fitofarmaka dan bahkan telah diresepkan penggunaannya oleh 
dokter. 
 Khasiat obat herbal sendiri terutama obat herbal terstandar dan 
fitofarmaka dapat dibuktikan melalui hasil penelitian baik melalui uji klinik 
ataupun uji praklinik. Meskipun demikian perlu perhatian juga bagi para 
pengguna obat herbal, karena kata-kata herbal bukan berarti obat tersebut  
aman untuk dikonsumsi tanpa batasan. Hal ini karena di dalam bahan 
herbal dapat terkandung zat yang mempunyai efek sangat kuat (bahkan 
ada beberapa zat aktif yang digunakan untuk pengobatan modern didapat 
melalui hasil ekstraksi dari tumbuhan). Jadi sebaiknya penggunaan obat 
herbal harus sesuai dosis yang telah dianjurkan dan berdasarkan aturan 
pakai yang ditetapkan.64 
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 Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan 
Guru Besar Tetap Ilmu Farmasi Universitas Indonesia, Maksum Radji. 
Menurutnya meskipun terbuat dari bahan-bahan alami, sebenarnya obat 
herbal juga memiliki potensi efek samping yang sama dengan obat 
sintetis. Di dalam obat herbal yang disarikan dari bagian-bagian 
tumbuhan, misalnya akar, daun, kulit, juga terkandung senyawa kimia. 
Kandungan senyawa yang terdapat dalam obat herbal ini, selain 
berkhasiat juga kemungkinan dapat menyebabkan efek samping yang 
dapat merugikan. Obat herbal juga tidak bisa diminum sembarangan 
karena respons tiap individu bisa berbeda satu sama lain. Meski punya 
keluhan yang sama, belum tentu obat herbal yang diberikan cocok antara 
satu pasien dan pasien lain. Beberapa efek yang tidak dikehendaki juga 
dapat terjadi apabila obat herbal dikonsumsi secara bersamaan dengan 
obat modern. Pada Umumnya efek samping yang dapat ditimbulkan oleh 
penggunaan obat herbal yang tidak terkontrol dengan baik antara lain 
adalah gangguan pada ginjal, gangguan hati, fotosensitifitas, alergi, dan 
gangguan tidur. 65  
 Akupuntur adalah cara pengobatan yang menggunakan cara 
menusuk jarum pada titik-titik tertentu pada tubuh badan manusia dan 
digunakan untuk mengembalikan serta mempertahankan kesehatan 
seseorang dengan menstimulasi titik-titik itu. Untuk bisa memperoleh 
manfaat akupuntur, teknik akupuntur harus dilakukan dengan 
                                                           
65 Obat tradisional  
http://health.kompas.com/read/2012/09/22/15211040/Obat.Tradisional.Belum.Tentu.Aman 
diakses pada hari sabtu, 27 April 2013. Pukul 20.22 Wita 
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menggunakan jarum yang dipastikan steril. Jarum yang sudah pernah 
digunakan tidak boleh digunakan lagi untuk kedua kalinya. Jarum tidak 
boleh digunakan bergantian untuk banyak orang.66  
 Penggunaan jarum untuk banyak pasien akan meningkatkan risiko 
tertular berbagai jenis penyakit seperti hepatitis dan AIDS. Itu sebab, 
sama halnya dengan jarum suntik, jarum akupunktur hanya boleh 
digunakan sekali. Jarum yang belum digunakan harus disimpan di tempat 
yang aman dan tersegel serta memiliki persetujuan dari  lembaga 
kesehatan dalam memberikan legalitas pada alat-alat kesehatan dan 
salah satunya adalah jarum akupuntur.67 
 Akupuntur dapat menimbulkan efek samping seperti perdarahan di 
tempat penusukan, nyeri di tempat penusukan, pneumotorak, jarum patah 
atau bengkok, syok. Dengan adanya kontra indikasi dan efek samping 
tersebut maka seharusnya akupuntur dilakukan oleh tenaga ahli yang 
terlatih. 68  
 Pelaku usaha tentu saja telah mengetahui mengenai pengobatan 
tradisional herbal dan akupuntur memiliki hasil yang berbeda pada setiap 
konsumen baik mengenai kesembuhan maupun efek samping yang 
mungkin dapat terjadi namun pada kenyataannya penulis menemukan 
pelaku usaha dalam  mengiklankan produknya di media elektronik 
                                                           
66 Obat Tradisional. http://buktikanbisa.blogspot.com/2012/03/obat-tradisional-makalah.html 
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67 Manfaat Akupuntur http://greenalvinashop.com/blog/manfaat-akupuntur-mengenal-
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maupun media cetak  memberikan informasi yang berpotensi 
menyesatkan konsumen. 
 Iklan-iklan yang ditayangkan di televisi tersebut seperti iklan klinik 
tong ji medistra, tcm harapan hidup, tcm sinshe nan yang. Bentuk iklan 
yang ditayangkan di televisi maupun di koran digambarkan dengan 
ilustrasi secara audio dan visual seperti : 
1. Klinik tong ji medistra mengiklankan pengobatan dengan kata-kata 
superlatif seperti hasil pengobatannya mujarab, khasiatnya terasa 
cepat, persentase kesembuhan tinggi, tidak ada efek samping dan 
dengan 3-5 tahap pengobatan bisa pulih, setelah pulih tidak mudah 
kambuh, seolah-olah pelaku usaha memberikan janji kesembuhan 
kepada konsumen. 
2. Klinik tong ji medistra dalam  mengiklankan produknya di media 
cetak menggunakan testimoni pasien yang mengidap penyakit 
kronis yang hanya dengan waktu singkat dapat sembuh setelah 
menggunakan jasa pengobatannya. Testimoni tersebut 
Memberikan kesan kepada konsumen penyakit kronis dapat 
sembuh dalam waktu yang singkat. Namun testimoni yang 
ditampilkan tidak dilengkapi keterangan yang jelas mengenai 
.informasi pasien yang memberikan testimoni seperti alamat yang 




3. TCM Harapan Hidup dalam mengiklankan produknya di televisi 
menampilkan gambar penyakit kronis yang dalam 3-5 tahap 
pengobatan dapat sembuh. Memberikan kesan kepada konsumen  
penyakit kronis dapat sembuh hanya dalam waktu singkat. 
4. TCM Sinshe  Nan Yang dalam mengiklankan produknya di media 
cetak mengatakan dapat menyembuhkan segala penyakit.  
 Banyak faktor yang menjadi pertimbangan utama konsumen  ketika 
memutuskan untuk menjalani pengobatan tradisional untuk 
menyembuhkan penyakitnya seperti lebih cepat sembuh, tidak ada efek 
samping, tanpa operasi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kuesioner 
yang dilakukan oleh penulis pada 20 responden yaitu konsumen 
pengobatan tradisional. 
Tabel 1 
Faktor Yang Mempengaruhi Memilih Pengobatan Tradisional 
 
Jumlah Responden: 20 




1 Lebih cepat sembuh 3 15% 
2 Tidak ada efek samping 8 40% 
3 Tanpa Operasi 6 30% 
4 Lain-lain 3 15% 
Jumlah 20 100% 





 Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 20 responden yang diberikan 
kuesioner terdapat sebanyak 3 (15%) responden memilih pengobatan 
tradisional karena lebih cepat sembuh, hal ini dimungkinkan akibat cara 
promosi yang salah oleh pelaku usaha dimana memberikan informasi 
yang menyesatkan mengenai pengobatan tradisional yang dapat 
memberikan hasil dalam waktu singkat padahal respon setiap pasien 
terhadap obat berbeda-beda. Selanjutnya sebanyak 8 (40%) responden 
memilih pengobatan tradisional karena faktor tidak ada efek samping, hal 
merupakan opini responden berdasarkan pengalaman turun-temurun 
namun obat tradisional belum tentu tidak mempunyai efek samping karena 
respon tiap individu bisa berbeda satu sama lain. Meski punya keluhan 
yang sama, belum tentu obat herbal yang diberikan cocok antara satu 
pasien dan pasien lain. Sebanyak 6 (30%) responden memilih pengobatan 
tradisional karena faktor tanpa operasi, pengobatan tradisional 
menggunakan metode berdasarkan pengalaman nenek moyang secara 
turun temurun serta memakai bahan-bahan dari alam  seperti tumbuh-
tumbuhan, ekstrak hewan dan mineral. Sebanyak 3 (15%) responden 
memilih pengobatan tradisional karena faktor selain dari 3 jawaban yang 
disiapkan yaitu karena sudah terbiasa , responden yang sudah pernah 
menjalani pengobatan tradisional sebelumnya sudah mempunyai 
pengalaman mengenai pengobatan tradisional dan menganggapnya 
efektif dalam menyembuhkan penyakit. 
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 Iklan sebagai salah satu bentuk promosi yang paling banyak 
dilakukan oleh pelaku usaha adalah cara yang efektif untuk menarik minat 
konsumen untuk mencoba barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku 
usaha. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen sehingga 
memilih pengobatan tradisional berdasarkan iklan yang dilihatnya di 
televisi maupun di koran. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai 
berikut : 
Tabel 2 
Faktor Ketertarikan Konsumen Memilih Pengobatan Tradisional 
Karena Iklan di Televisi atau Di Koran 
 
Jumlah Responden: 20 





1 Informasi yang diberikan 8 40% 
2 
Testimoni (kesaksian) dari 
pasien yang telah sembuh 
12 60% 
Jumlah 20 100% 
Sumber data primer 2013 
 Tabel 2 menunjukkan 8 (40%) responden tertarik memilih 
pengobatan tradisional  karena informasi yang diberikan, hal tersebut 
meliputi jenis dan manfaat pengobatan yang ditawarkan selanjutnya 12 
(60%) responden memilih pengobatan tradisional  berdasarkan iklan di 
televisi atau di koran karena faktor melihat testimoni (kesaksian) pasien 
yang telah sembuh hal tersebut menarik perhatian karena pasien lebih 
tertarik kepada produk yang telah terbukti manfaatnya bagi orang lain 
sebelum berani mencoba produk tersebut. 
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 Sebagaimana yang dijelaskan di bab sebelumnya, terdapat 
berbagai macam metode pengobatan tradisional yang berkembang  di 
Indonesia yaitu pengobatan herbal, akupuntur, dan pijat refleksi. 
Selanjutnya dari 20 responden dapat diketahui metode pengobatan 
tradisional yang banyak dipilih oleh responden, hal tersebut dapat dilihat 
pada tabel 3 berikut ini : 
Tabel 3 
Metode Pengobatan Tradisional Yang Digunakan 
 
Jumlah Responden: 20 





1 Herbal 10 50% 
2 Akupuntur 5 25% 
3 Pijat Refleksi 1 5% 
4 Menggunakan 2 metode 
pengobatan 
(herbal & akupuntur) 
4 20% 
Jumlah  20 100% 
Sumber Data Primer 2013 
 
 Tabel 3 di atas menunjukkan 10 (50%) responden memilih 
pengobatan tradisional herbal, banyaknya responden yang memilih 
pengobatan herbal dikarenakan obat herbal berasal dari alam baik itu 
ekstrak tumbuh-tumbuhan, hewan ataupun mineral. Sebanyak 5 (25%) 
responden memilih metode pengobatan akupuntur, 1 (5%) responden 
menyatakan memilih pengobatan pijat refleksi  serta 4 (20%) responden 
menyatakan memilih 2 pengobatan tradisional sekaligus. Responden yang 
menyatakan memilih 2 pengobatan tradisional sekaligus  memilih 
kombinasi antara pengobatan herbal dan akupuntur. 
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 Berdasarkan Tabel 3 di atas terdapat 19 responden yang memilih 
pengobatan herbal dan akupuntur ataupun kombinasi dari keduanya. 
Untuk mengetahui  intensitas responden dalam menjalani pengobatan 
tradisional penulis melakukan kuesioner kepada responden yang memilih 
pengobatan tradisional herbal dan/atau akupuntur. Hal tersebut dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4 
Intensitas Menjalani Pengobatan Tradisional 
 
Jumlah Responden: 19 





1 1-2 kali 4 21,3% 
2 3-5 kali 9 47,3% 
3 6-7 kali 3 15,7% 
4 Di atas 7 kali 3 15,7% 
Jumlah 19 100% 
Sumber Data Primer 2013 
 Tabel 4 di atas menunjukkan intensitas menjalani pengobatan 
tradisional. Penulis hanya memilih 19 responden yang menjalani 
pengobatan herbal dan/atau akupuntur berdasarkan tabel 3. Sebanyak  4 
(21,3%)  responden menjalani pengobatan tradisional selama 1-2 kali, 9 
(47,3%) responden telah menjalani 3-5 kali tahap, serta 3 (15,7%) 
responden menjalani 6-7 kali tahap dan 3 (15,7%) responden telah 
menjalani lebih dari 7 kali  tahap pengobatan. 
 Berdasarkan iklan pengobatan tradisional yang beredar di media 
televisi maupun media cetak. Pelaku usaha menyatakan dalam menjalani 
pengobatan tradisional herbal dan/atau akupuntur tidak akan mengalami 
efek samping. Penulis dalam hal ini melakukan kuesioner kepada 19 
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responden yang telah menjalani pengobatan tradisional herbal dan/atau 
akupuntur untuk mengetahui adanya efek samping dalam menjalani 
pengobatan tradisional tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 5 
Efek Samping Yang Dialami Konsumen Dalam Menjalani Pengobatan 
Tradisional 
 
Jumlah Responden: 19  





1 Ada 4 21% 
2 Tidak 15 79% 
Jumlah 19 100% 
Sumber Data Primer 2013 
 
 Tabel 5 menunjukkan 4 (21%) responden setelah menjalani 
pengobatan tradisional herbal dan/atau akupuntur mengalami efek 
samping, hal tersebut berupa gangguan pencernaan, iritas kulit. 
Sedangkan sebanyak 15 (79%) tidak mengalami efek samping setelah 
menjalani pengobatan herbal dan/atau akupuntur. 
 Pelaku usaha dalam mengiklankan produknya tidak memberikan 
informasi yang benar sesuai dengan kenyataan. Pelaku usaha telah 
melanggar hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 bagian 
c UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha dalam 
mengiklankan produknya telah menjanjikan kesembuhan yang belum pasti 
dengan menjanjikan dalam 3-5 tahap pengobatan dapat sembuh. Untuk 
mengetahui kebenaran dari janji tersebut penulis melakukan kuesioner 
kepada 9 responden yang telah menjalani pengobatan sebanyak 3-5 
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tahap berdasarkan Tabel 4 di atas. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 
berikut : 
Tabel 6 
Perubahan Yang Dirasakan Konsumen Setelah Menjalani Pengobatan 
Tradisional 
Jumlah Responden : 9 





1 Sembuh 5 55,5% 
2 Tidak Sembuh 4 44,5% 
Jumlah 9 100% 
Sumber Data Primer 2013 
 Tabel 6 menunjukkan perubahan yang dirasakan konsumen 
setelah menjalani pengobatan tradisional. Penulis hanya memilih 9 
responden yang menjalani 3-5 tahap pengobatan untuk membuktikan janji 
kesembuhan yang diberikan pelaku usaha yang mengatakan penyakit 
dapat sembuh dalam 3-5 tahap pengobatan. Sebanyak 5 (55,5%) 
responden telah mengalami kesembuhan setelah menjalani 3-5 kali tahap 
pengobatan. Sebanyak 4 (44,5%) responden yang telah menjalani 3-5 
tahap pengobatan tidak mengalami kesembuhan seperti yang dijanjikan 
pelaku usaha dalam iklannya. Pelaku usaha dalam beriklan telah 
melanggar Pasal 9 ayat 1 bagian k UUPK yaitu Pelaku usaha dilarang 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau 






 Banyaknya Iklan pengobatan tradisional herbal dan/atau akupuntur 
yang beredar di televisi maupun media cetak sebagian besar telah 
melanggar peraturan periklanan baik dalam menyampaikan informasi 
maupun dalam hal ilustrasi dalam beriklan. Untuk mengetahui keseuaian  
antara testimoni iklan dan pasien yang telah menjalani pengobatan 
tradisional herbal dan/atau akupuntur, penulis melakukan kuesioner 
terhadap 15 responden yang telah menjalani pengobatan 3-5 kali tahap 
pengobatan ataupun lebih sesuai dengan Tabel 4. Hal tersebut dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 7 
Kesesuaian Antara Testimoni Iklan dan Pengalaman Konsumen Yang 
Telah Menjalani Pengobatan Tradisional 
 
Jumlah Responden : 15 





1 Sesuai 11 73% 
2 Tidak Sesuai 4 27% 
Jumlah 15 100% 
Sumber Data Primer 2013 
 
 
 Tabel 7 menunjukkan kesesuaian antara testimoni iklan dan 
pengalaman konsumen yang telah menjalani pengobatan tradisional. 
Penulis hanya memilih 15 dari 19 responden yang telah menjalani lebih 
dari 3 tahap pengobatan untuk membuktikan janji kesembuhan yang 
diberikan pelaku usaha yang mengatakan penyakit dapat sembuh hanya 
dalam 3-5 tahap pengobatan. Sebanyak (73%) responden menyatakan 
iklan pengobatan tradisional herbal dan/atau akupuntur yang beredar di 
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televisi maupun di media cetak telah sesuai dengan kenyataannya setelah 
responden menjalani pengobatan tradisional tersebut. Sedangkan 4 (27%) 
responden menyatakan iklan pengobatan tradisional herbal dan/atau 
akupuntur tidak sesuai dengan kenyatannya setelah responden menjalani 
pengobatan tradisional tersebut. Hal tersebut membuktikan masih 
banyaknya iklan yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan 
kualitas barang dan/atau jasa. 
 Berdasarkan kuesioner yang telah dilakukan penulis  walaupun 
responden yang menyatakan iklan pengobatan tradisional herbal dan/atau 
akupuntur tidak sesuai dengan kenyataannya lebih sedikit dibandingkan 
responden yang menyatakan iklan tersebut telah sesuai namun tidak 
seharusnya pelaku usaha dalam mengiklankan layanan kesehatan 
dengan menjanjikan kesembuhan dalam waktu singkat karena 
kesembuhan bukanlah hal yang pasti. Respon setiap konsumen berbeda-
beda dalam menyerap obat atau pengobatan karena itu pelaku usaha 
tidak bisa menentukan jangka waktu kesembuhan. Dalam Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) dalam iklan obat dan pengobatan yaitu iklan tidak boleh 
menggunakan kata ungkapan penggambaran yang menjanjikan 
penyembuhan penyakit, tetapi hanya boleh menyatakan membantu 








B. Perlindungan Konsumen Terhadap Testimoni Iklan Pengobatan 
Tradisional Herbal dan Akupuntur 
1. Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen 
 Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa keberadaan 
tayangan iklan pengobatan tradisional herbal dan akupuntur baik di media 
elektronik maupun media cetak telah menimbulkan kerugian bagi 
konsumen bahkan jika dilihat dari segi kesehatan iklan pengobatan 
tradisional herbal dan akupuntur seharusnya tidak menggunakan testimoni 
berlebihan dari pasien dan menjanjikan kesembuhan penyakit yang tidak 
pasti, mengingat kesembuhan itu bukanlah hal yang pasti dan berbeda –
beda bagi setiap orang dan jenis penyakit yang dideritanya. Keberadaan 
iklan pengobatan tradisional  herbal dan akupuntur yang berpotensi 
menyesatkan ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang 
menghalalkan segala cara dalam mempromosikan barang dan.atau 
jasanya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen termasuk dalam 
menyampaikan kebenaran dan keakuratan informasi yang terkandung 
dalam iklan tersebut.  
 Berdasarkan pada Pasal 1 UUPK yang dimaksud dengan 
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
Sedangkan konsumen yang dimaksud adalah setiap orang pemakai 
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
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kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 
dan tidak untuk diperdagangkan. 
 UUPK telah mengatur larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam 
mempromosikan produknya, hal ini sebenarnya tidak hanya untuk 
melindungi konsumen tetapi juga untuk membantu pelaku usaha yang 
memiliki itikad baik dapat melangsungkan kelangsungan usahanya serta 
dapat bersaing dengan sehat.69 
 Berdasarkan hal tersebut iklan pengobatan herbal dan akupuntur 
telah melanggar perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) bagian j dan k serta ayat 2 dan 3 UUPK 
yaitu : 
1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan 
seolah-olah : 
j. menggunakan kata-kata berlebihan, seperti aman, tidak 
berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa 
keterangan lengkap; 
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti 
2) Barang dan/atau jasa sebagaimana yang dimaksud pada  ayat (1) 
dilarang untuk diperdagangkan 
3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) 
dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan suatu 
barang dan/atau jasa tersebut. 
 
 Pelaku usaha pengobatan tradisional herbal dan akupuntur telah 
mengiklankan produknya secara berlebihan  dan menawarkan janji 
kesembuhan yang belum pasti kebenarannya. Selain iklan yang 
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 Dedi Harianto. 2010. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap iklan yang menyesatkan. 
Bogor.  Ghalia Indonesia. Hlm. 55. 
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ditayangkan telah melanggar peraturan yang ada, pada kenyataannya 
iklan tersebut membawa dampak negatif pada konsumen yang tertarik 
atas jaminan kesembuhan yang diberikan. Larangan terhadap pelaku 
usaha tersebut dalam UUPK membawa akibat bahwa pelanggaran atas 
larangan tersebut telah dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar 
hukum, sehingga dapat dikenakan sanksi. Bagi pelaku usaha yang 
terlanjur telah membuat iklan yang melanggar ketentuan Pasal 9 UUPK, 
harus menghentikan penawaran, promosi, penayangan iklan tersebut 
sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3 UUPK. 
 Pasal 17 UUPK mengatur mengenai larangan pelaku usaha 
periklanan yaitu : 
1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang : 
a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 
kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketetapan 
waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 
b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 
c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai 
barang dan/atau jasa; pernyataan yang salah; 
d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang 
dan/atau jasa; 
e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang 
berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 
f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai periklanan. 
2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang 
telah melanggar ketentuan pada ayat 1. 
 
 Iklan sebagai salah satu bentuk informasi, merupakan alat bagi 
produsen untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar 
dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menggunakan 
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atau mengonsumsi produknya. Demikian pula sebaliknya, masyarakat 
akan memperoleh gambaran tentang produk yang dipasarkan melalui 
iklan. Namun masalahnya adalah, iklan tersebut tidak selamanya 
memberikan informasi yang benar atau lengkap tentang suatu produk, 
sehingga konsumen dapat menjatuhkan pilihannya terhadap suatu produk 
tertentu berdasarkan informasi yang tidak lengkap tersebut.70 
 
2. Pembinaan dan Pengawasan 
 Selain berisi pasal-pasal yang mengenai larangan bagi para pihak 
yang terkait dengan kegiatan periklanan mulai dari perusahaan 
pengiklanan, pengusaha pengiklanan, serta media massa elektronik. Di 
dalam UUPK juga terdapat pasal yang mengatur mengenai pembinaan 
dan pengawasan yang dilakukan pemerintah yaitu Pasal 29 UUPK untuk 
pembinaan dan pasal 30 UUPK untuk pengawasan. 
a. Pembinaan 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUPK ditegaskan mengenai 
pembinaan bahwa: 
1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan 
perlindungan konsumen yang menjamin adanya diperolehnya hak 
konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban 
konsumen dan pelaku usaha. 
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan 
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
Menteri dan/atau menteri teknis terkait. 
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 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo 
Persada. Jakarta. hlm. 104. 
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3. Menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melakukan 
koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. 
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk : 
a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat 
antara pelaku usaha dan konsumen; 
b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat; 
c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta 
meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di 
bidang perlindungan konsumen.  
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan 
perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
 Pemerintah dalam melakukan pembinaan perlindungan konsumen 
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 UUPK, dimaksudkan untuk 
membina konsumen dalam memperoleh haknya. Hal ini perlu dilakukan 
mengingat tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih sangat 
rendah. 
 Tugas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang 
menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh menteri 
dan/atau menteri terkait sebagaimana telah dijabarkan pada Pasal 29 
UUPK telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 
58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 






1. Menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya yang sehat antara pelaku 
usaha dan konsumen, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 4 PP 
No. 58 Tahun 2001 dengan tetap memperhatikan koordinasi menteri 
dengan menteri teknis terkait, berupa : 
a. Penyusunan kebijakan dibidang perlindungan konsumen; 
b. Pemasyarakatkan peraturan perundang-undangan dan 
informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen; 
c. Peningkatan peran BPKN dan BPSK melalui peningkatan 
kualitas sumber daya manusia dan lembaga; 
d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan 
konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing; 
e. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, 
pelatihan, dan keterampilan; 
f. Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar menyangkut 
perlindungan konsumen; 
g. Peningkatan kualitas barang dan/atau jasa; 
h. Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggungjawab  pelaku 
usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan dan menjual barang/jasa; 
i. Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam 
memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa serta 
pencantuman label dan klausula baku. 
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2. Bagi pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat (LPKSM), telah dijabarkan dalam Pasal 5 PP No. 58 
Tahun 2001. Pelaksanaannya tetap dilaksanakan atas koordinasi 
menteri dengan menteri teknis terkait, berupa : 
a. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan  dan 
informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen; 
b. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola 
LPKSM melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan. 
3. Upaya yang dimaksudkan untukn peningkatan kualitas sumber daya 
serta kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan 
konsumen, dirinci lebih lanjut dalam Pasal 6 No. 59 Tahun 2001. 
Pelaksanaannya tetap dilakukan atas koordinasi menteri dan menteri 
teknis terkait, yaitu : 
a. Peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil 
dibidang perlindungan konsumen; 
b. Peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang 
dan/atau jasa; 
c. Pengembangan dan pemberdayaan lembaga penguji mutu 
barang dan/atau jasa; 
d. Penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar 




 Tugas pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
sebagaimana tertuang dalam PP No. 58 Tahun 2001 dalam beberapa 
peraturan pelaksanaan lainnya, menempatkan kegiatan periklanan 
sebagai salah satu kegiatan yang harus dibina oleh pemerintah guna 
menciptakan iklim usaha yang sehat antar pelaku usaha dengan 
konsumen. 
 Dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan No. 
1076/MENKES/SK/VII/2003 di atur pula mengenai pembinaan pengobatan 
tradisional yang diarahkan untuk meningkatkan mutu, manfaat dan 
keamanan pengobatan tradisional dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota, Kepala Puskesmas atau unit pelaksana teknis yang 
ditugasi sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan 
pembinaan sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) 
berdasarkan pola berdasarkan pola pembinaan, telah dijabarkan 
dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 
1076/MENKES/SK/VII/2003 yaitu : 
a) Pola Toleransi yaitu pembinaan terhadap semua jenis pengobatan 
tradisional yang diakui keberadaannya di masyarakat, pembinaan 
diarahkan pada limitasi efek samping. 
b) Pola Integrasi yaitu pembinaan terhadap pengobatan tradisional 
yang secara rasional terbukti aman bermanfaat dan mempunyai 
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kesesuaian dengan hakekat ilmu kedokteran, dapat merupakan 
bagian integral dari pelayanan kesehatan. 
c) Pola Tersendiri yaitu pembinaan terhadap pengobatan tradisional 
yang secara rasional terbukti aman bermanfaat dan dapat 
dipertanggungjawabkan, memiliki kaidah sendiri, dan dapat 
berkembang secara tersendiri. 
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dapat mengarahkan  
pengobatan tradisional ke dalam pola sebagaimana yang dimaksud di 
atas dilakukan tahapan pembinaan sebagaimana yang telah dirinci 
lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 
1076/MENKES/SK/VII/2003 yaitu  : 
a) Tahap Informatif yaitu tahapan untuk menjaring semua jenis 
pengobatan tradisional yang keberadaannya diakui oleh 
masyarakat, termasuk yang belum secara rasional terbukti 
bermanfaat. 
b) Tahap Formatif yaitu jenis pengobatan tradisional dapat dibuktikan 
secara rasional mekanisme pengobatannya, dimana pada tahap 
ini dapat dilakukan uji coba dalam jaringan pelayanan kesehatan. 
c) Tahap Normatif yaitu jenis pengobatan tradisional telah secara 
rasional terbukti bermanfaat, aman dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan 
pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara bersama dengan lintas 
sektor terkait dan mengikut sertakan organisasi profesi di bidang 
kesehatan, asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional 




 Pemerintah selain melakukan pembinaan juga meningkatkan 
pengawasan pelaksanaan perlindungan konsumen guna menindak 
pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan pelaku usaha. Hal 
tersebut dilaksanakan dengan turut melibatkan partisipasi masyarakat dan 
LPKSM untuk lebih menjamin terlaksananya perlindungan terhadap 
konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUPK yaitu : 
1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen 
serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya 
diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 
2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud  pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait; 
3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan 
konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang 
dan/atau jasa yang beredar di pasar; 
4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri 
teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga 
perlindungan  konsumen swadaya masyarakat dan dapat 
disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis ; 
6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah. 
 
 Pengawasan terhadap barang yang akan dijual kepada konsumen 
dilakukan pada 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap produksi dan pada tahap 
barang tersebut telah beredar dimasyarakat. Pada tahap produksi, 
pengawasan menjadi tanggung jawab instansi yang lingkup tugasnya 
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bertanggung jawab terhadap cabang industri dimaksud, sebagai instansi 
Pembina teknis. Sedangkan, pengawasan terhadap barang yang telah 
berada dalam peredaran menjadi tanggung jawab instansi yang lingkup 
tugasnya bertanggung jawab terhadap peredaran barang, yaitu instansi 
yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. 
 Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap 
kegiatan periklanan, telah dimkasudkan menjadi tanggung jawab 
pemerintah sebagaimana tertera dalam Pasal 8 PP No.58 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan 
Konsumen yaitu : 
a. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha 
dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, 
pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, serta 
pelayanan purnajual barang dan/atau jasa. 
b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dalamproses 
produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang 
dan/atau jasa. 
c. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dapat disebarluaskan 
kepada masyarakat. 
d. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan ditetapkan oleh menteri 
dan/atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri 
sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing. 
 
 
1. Pengawasan Pemerintah 
 Pengawasan pemerintah terhadap kegiatan periklanan 
dimaksudkan untuk mengatur keseuaian antara informasi yang 
disampaikan pelaku usaha dengan kondisi, mutu, layanan jual barang 
dan/atau jasa-jasa yangs sesungguhnya dihasilkan pelaku usaha. 
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 Dalam kaitannya dengan peran dan tanggung jawab pemerintah 
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan periklanan 
pengobatan tradisional herbal dan akupuntur, maka terdapat beberapa 
lembaga pemerintah yang terkait yaitu : 
a. Dinas Kesehatan Kota Makassar 
 Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan 
dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu 
keperawatan, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam 
mengatasi masalah kesehatan, berdasarkan pada Pasal 1 Peraturan 
Menteri Kesehatan No.1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang  
penyelenggaraan pengobatan tradisional Pengobatan tradisional adalah 
pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya 
yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, 
dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang 
berlaku dalam masyarakat. 
 Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan No. 
1076/MENKES/SK/VII/2003 pembinaan dan pengawasan pengobatan 
tradisional yang diarahkan untuk meningkatkan mutu, manfaat dan 
keamanan pengobatan tradisional. Pengawasan yang dimaksud dilakukan 
oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Puskesmas atau 




 Dalam rangka pengawasan Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota dapat melakukan tindakan administratif terhadap 
pengobat tradisional yang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan 
administratif yang dimaksud yaitu : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pencabutan surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) atau surat 
izin pengobat tradisional (SIPT) ; 
d. penghentian sementara kegiatan; 
e. larangan melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional. 
 Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti 
yang dijabarkan dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan No. 
1076/MENKES/SK/VII/2003 meliputi : 
a. menginventarisasi pengobat tradisional di wilayah kerjanya; 
b. membina pengobatan tradisional di wilayah kerja melalui antara lain 
forum sarasehan, KIE Kultural, pelatihan, pertemuan. 
c. membina dan mengembangkan “self care” (pengobatan mandiri) 
dengan cara tradisional. 
d. pemantauan pekerjaan pengobat tradisional. 
e. pencatatan pelaporan. 
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 Namun pengawas pengobatan tradisional dari pihak Dinas 
Kesehatan Kota hanya melakukan pengawasan pada saat klinik 
pengobatan tradisional mengurus SIPT dan STPT, tidak melakukan 
pengawasan berkala kepada pelaku usaha pengobatan tradisional. 
Pengawas dari Dinas Kesehatan Kota pada saat pemberian SIPT dan 
STPT kepada pelaku usaha memantau sarana dan prasarana, metode 
serta ramuan yang digunakan dalam pengobatan tradisional yang 
dilakukan.71 
 Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pengawas dari 
Dinas Kesehatan Kota tidak menjalankan fungsi pengawasannya secara 
maksimal karena hanya menjalankan pengawasan pada beberapa tugas 
saja tanpa memperhatikan tugas-tugas lainnya. 
 Iklan-iklan pengobatan tradisional yang menyesatkan selain telah 
melanggar peraturan baik dalam UUPK  maupun   Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 juga telah melanggar 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang 
Iklan dan Publikasi Layanan Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan ini 
bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai 
pengguna layanan kesehatan terhadap informasi berupa iklan dan 
pubikasi pelayanan kesehatan yang menyesatkan. Dalam Pasal 1  ayat 
(1) Iklan Pelayan Kesehatan adalah kegiatan komunikasi persuasif atau 
pengenalan/promosi tentang kebijakan, program, dan/atau pelayanan 
                                                           
71
 Wawancara dengan Hayyidin Petugas Pengawas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota 
Makassar. Kamis 18 April 2013. Pukul 09.40 WITA. 
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kesehatan dalam bentuk gambar, suara dan/atau tulisan dengan tujuan 
menarik minat dan memudahkan masyarkat. Sedangkan dalam Pasal 1 
ayat (2) Publikasi Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan komunikasi 
melalui penyebaran informasi dan/atau pengumuman/pernyataan untuk 
memperkenalkan/mempromosikan kebijakan dan/atau program 
pembangunan kesehatan maupun jasa pelayanan kesehatan diberbagai 
media.  
 Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 
1787/MENKES/PER/XII/2010 telah diatur lebih lanjut mengenai 
penyelenggaraan iklan dan publikasi layanan kesehatan, yaitu : 
1) fasilitas pelayanan kesehatan dapat menyelenggarakan iklan 
dan/atau publikasi layanan kesehatan melalui media. 
2) Penyelenggaraan iklan dan/atau publikasi layanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan etika 
iklan dan/atau publikasi yang diatur dalam kode etik rumah sakit 
Indonesia, kode etik masing-masing tenaga kesehatan, kode etik 
pariwara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 Selain mengatur tentang penyelenggaraan iklan dan publikasi 
layanan kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan No. 
1787/MENKES/PER/XII/2010 juga memuat mengenai pembinaan dan 
pengawas iklan dan publikasi layanan kesehatan yaitu : 
1) Dalam rangka pembinaan  dan pengawasan iklan dan/atau publikasi 
layanan kesehatan, Menteri dapat membentuk Tim Penilaian dan 
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Pengawasan Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan di lingkungan 
Kementrian Kesehatan. 
2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan 
penilaian dan pengawasan atas materi iklan dan/atau publikasi 
pelayanan kesehatan sebelum dan setelah ditayangkan. 
3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud padad ayat (2), tim 
berwenang untuk : 
a. Memberi konsultasi atas materi iklan dan/atau publikasi pelayanan 
kesehatan yang ditayangkan; 
b. Menerima, menelaah, dan memeriksa laporan pengaduan dari 
masyarakat mengenai iklan dan publikasi pelayanan kesehatan; 
c. Memanggil dan meminta keterangan sanksi dan/atau pelapor; 
d. Memeriksa dokumen, bukti informasi, dan teknologi atau bukti-
bukti lainnya; 
e. Merujuk tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan 
yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan ini ke 
Majelis Kehormatan Etik Profesi, Majelis Disiplin Profesi, dan/atau 
Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia; dan 
f. Memberi rekomendasi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk 
untuk mengambil tindakan administratif. 
 Banyaknya iklan pengobatan tradisional yang menyesatkan ini 
sebenarnya telah diketahui oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar dan 
telah ditindaklanjuti dengan memberikan teguran kepada lembaga 
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penyiaran dan pelaku usaha periklanan terkait beredarnya iklan-iklan ini. 
Namun, masih saja ada iklan-iklan pengobatan tradisional yang 
menyesatkan beredar di media baik media elektronik maupun cetak.72 
Pada dasarnya hanya pengobat tradisional yang memilliki SIPT dan STPT 
yang dapat melakukan promosi/iklan terhadap barang dan/atau jasanya. 
Berdasarkan data rekapitulasi Dinas Kesehatan Kota Makassar 2013 
terdapat 8 pengobat yang tidak memiliki SIPT dan STPT tapi tetap 
menjalankan usaha pengobatannya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 
8 sebagai berikut : 
Tabel 8 
Rekapitulasi Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Kota 










1 Sanrego Hj. Hadijah 
Jln. 
P.Kemerdekaan 
















Burwijaya Jasjin 1 No. 8 
Tidak 
Terdaftar 


















6 Ginza Rudi Topaz F No. 83 
Tidak 
Terdaftar 
Refleksi   
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 Wawancara dengan Hayyidin Kasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kamis 
18 April 2013. Pukul 09.40 WITA. 
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 Tabel di atas menunjukkan masih banyak pengobat tradisional 
yang mengadakan pelayanan kesehatan tanpa melakukan pendaftaran di  
Dinas Kesehatan Kota Makassar. Hal tersebut telah melanggar Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 Pasal 14 dimana 
Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktik sebagai pengobat 
tradisional harus memiliki STPT atau SIPT. Tujuan dari pendaftaran SIPT 
dan  STPT adalah agar metode yang digunakan pengobat  telah 
memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian 
serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan. 
 
 
b. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan 
 Berdasarkan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 2002 tentang Penyiaran, 
Maka KPID Sulsel berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili 
kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya 
KPID mempunyai wewenang yang telah dimuat dalam Pasal 2 yaitu : 
a. menetapkan standar program siaran; 
b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku 
penyiaran;  
c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku 
penyiaran serta standar program siaran;  
d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman 
perilaku penyiaran serta standar program siaran;  
e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah, 
lembaga penyiaran, dan masyarakat.  
 Dengan adanya wewenang yang dimiliki maka KPID Sulsel memiliki 
tugas dan kewajiban sebagai berikut : 
a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan 
benar sesuai dengan hak asasi manusia;  
b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;  
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c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga 
penyiaran dan industri terkait;  
d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan 
seimbang;  
e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, 
serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan 
penyiaran; dan  
f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia 
yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.  
 
 Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 
Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)  yaitu 
Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga 
penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai 
panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan 
pengawasan penyiaran nasional. sedangkan Standar Program Siaran 
(SPS) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 
02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) standar isi 
siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan 
pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku 
Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Lembaga penyiaran sebagai  
penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga 
penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga 
penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan 
tanggung jawabnya berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran 
sebagai dasar bagi penyusunan standar program siaran yang berkaitan 
dengan : siaran iklan. Pasal ini menunjukkan bahwa siaran iklan 
merupakan objek pengawasan dari KPID. Dalam pengawasannya KPID 
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berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Indonesia No. 
Nomor 01/P/KPI/03/2012  tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan 
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang 
Standar Program Siaran (SPS). 
 Aturan mengenai program siaran iklan diatur dalam Peraturan 
Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012  tentang Standar 
Program Siaran (SPS) Pasal 58 yaitu : 
1) Program siaran iklan tunduk pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.  
2) Program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta 
dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh 
waktu siaran per hari.  
3) Program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran publik dibatasi 
paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu 
siaran per hari.  
4) Program siaran iklan dilarang menayangkan:  
a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, 
ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung 
perasaan dan/ atau merendahkan martabat agama lain, 
ideologi lain, pribadi lain, gender atau kelompok lain;  
b. promosi minuman beralkohol atau sejenisnya;  
c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;  
d. adegan seksual sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 
18;  
e. adegan kekerasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 
23;  
f. upaya menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan 
atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, 
harga sebenarnya, dan/atau ketersediaan dari produk 
dan/atau jasa yang diiklankan;  
g. eksploitasi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun; 
dan/atau  
h. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat 
dan nilai-nilai agama.  
84 
 
5) Azan sebagai tanda waktu shalat dilarang disisipi dan/atau 
ditempeli (built in) iklan. 
  
 Apabila pasal ini dikaitkan dengan iklan pengobatan tradisional 
herbal dan akupuntur maka pelaku usaha telah melanggar SPS Pasal 58 
bagian f di mana pelaku usaha menyampaikan iklan dengan 
menggunakan kata-kata ampuh dan mujarab yang belum tentu benar dan 
berpotensi menyesatkan masyarakat, tentu dalam mengiklankan produk 
pengobatan tradisional herbal dan akpuntur telah memberikan upaya 
menyesatkan, membingungkan atau membohongi masyarakat tentang 
kualitas barang dan/atau jasanya. 
 Dalam melaksanakan pengawasannya KPID Sulsel melakukan dua 
cara yaitu monitring (temuan) dan pengaduan dari masyarakat. Selama ini  
KPID Sulsel dalam pengawasannya akan melakukan peneguran terhadap 
lembaga penyiaran yang menayangkan/menyiarkan iklan yang dianggap 
melakukan pelanggaran terhadap P3 dan SPS lembaga penyiaran yang 
dimaksud disini adalah stasiun tv dan radio . apabila ditemukan atau 
mendapat aduan dari masyarakat maka KPID Sulsel menindaklanjuti 
dengan memproses temuan atau aduan dari masyarakat tersebut dengan 
mengirimkannya ke KPI pusat apabila terindikasi siaran iklan tersebut 
terdapat pelanggaran. Atas persetujuan KPI pusat maka KPID Sulsel baru 
dapat mengambil tindakan lebih mengenai  temuan atau aduan dari 
masyarakat  ini dengan memberikan surat peringatan kepada lembaga 
penyiaran yang menyelenggarakan siaran tersbut. Apabila tidak 
ditanggapi maka akan diberikan surat teguran, namun jika juga tidak 
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ditanggapi maka lembaga penyiaran bersangkutan  akan dipanggil untuk 
dimintai keterangan mengenai pelanggaran tersebut. KPID Sulsel juga 
dapat memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang 
dianggap tidak mematuhi peraturan dengan cara tidak memberikan surat 
izin penyelenggaraan penyiaran apabila ingin diperpanjang oleh lembaga 
penyiaran bersangkutan.73 
 Adanya pelanggaran iklan pengobatan tradisonal herbal dan 
akupuntur di media elektronik mapun media cetak menunjukkan kurang  
maksimalnya pengawasan yang dilakukan lembaga penyiaran (stasiun tv, 
radio)  dengan berlandaskan peraturan penyiaran baik itu P3 dan SPS 
sehingga siaran iklan yang cenderung menyesatkan ini dapat beredar dan 
disiarkan. Namun hal ini juga tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada 
lembaga penyiaran yang notebene berorientasi di bidang bisnis, lembaga 
penyiaran perlu mendapatkan keuntungan di mana salah satu sumber 
pendapatannya berasal dari iklan. KPID Sulsel sendiri berada dtengah-
tengah selain harus melakukan pengawasan terhadap isi siaran juga 
harus menjaga agar lembaga penyiaran tetap eksis sebagai salah satu 
sumber informasi bagi masyarakat. Jadi KPID Sulsel hanya mempunyai 
wewenang dalam menindaklanjuti siaran iklan sedangkan terhadap 
penyelenggaraan pengobatan tradisionalnya adalah wewenang dari Dinas 
Kesehatan Kota Makassar.74 Berdasarkan hasil monitoring KPID Sulsel 
                                                           
73 Hasil wawancara dengan Susmeizita Suarman. Wakil Ketua KPID Sulsel Bidang Isi Siaran. Selasa 
16 April 2013. Pukul 13.00 Wita 
74
 Hasil wawancara dengan Susmeizita Suarman. Wakil Ketua KPID Sulsel Bidang Isi Siaran. Selasa 
16 April 2013. Pukul 13.00 Wita 
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atas isi siaran radio dan televisi bulan Januari dan Februari tahun 2013 
dapat dilihat temuan KPID Sulsel mengenai iklan pengobatan tradisonal 
yang tidak sesuai dengan P3 dan SPS seperti pada Tabel 9 berikut : 
Tabel 9 
DAFTAR HASIL MONITORING ISI SIARAN RADIO DAN TELEVISI 









Desktipsi Audio Visual 
1 Jumat, 11 januari 
2013 
09.00 Wita  
 
Fajar TV Iklan Klinik Sinshe 
Tongji Medistra 
Menayangkan iklan kesehatan 
Sin She Tong Ji Medistra 
dengan menampilkan 
testimoni pasien.  
 
2 Senin,14 Jan.2013  
15.15 Wita  
 
Celebes TV  
 
Iklan Klinik Sinshe 
Tongji Medistra 
Menayangkan iklan kesehatan 
Sin She Tong Ji Medistra 
dengan menampilkan 
testimoni pasien.  
3 Kamis,17 Jan.2013  
07.25 Wita  
 
 





Klinik spesialis tulang dan 
sendi,terdapat testimoni ole 
pasien atas nama:Anwar 
Sanusi,Suryati Ilham dan 
Yanuar Lukman.  
4 Kamis,17 Jan.2013  
11.10 Wita  
 
 
Fajar TV  
 
Iklan Klinik Sinshe 
Tongji Medistra 
Menayangkan iklan kesehatan 
Sin She Tong Ji Medistra 
dengan menampilkan 
testimoni pasien.  
 
5 Kamis,17 Jan.2013  
14.23 Wita  
 
Fajar TV  
 
Iklan Klinik Sinshe 
Tongji Medistra 
Menayangkan iklan kesehatan 
Sin She Tong Ji Medistra 
dengan menampilkan 
testimoni pasien.  
 
6 Jumat,18 jan.2013  
13.23 Wita  
 
Fajar TV  
 
Iklan Klinik Sinshe 
Tongji Medistra 
Menayangkan iklan kesehatan 
Sin She Tong Ji Medistra 
dengan menampilkan 
testimoni pasien.  
 
7 Jumat,18 jan.2013  
13.55 Wita  
 





Menayangkan iklan kesehatan 
Sin She Tong Ji Medistra 
dengan menampilkan 








DAFTAR HASIL MONITORING ISI SIARAN RADIO DAN TELEVISI 






Judul Prog.Siaran Deskripsi Audio Visual 
1 Jum'at, 01 Feb. 2013  
11.45 WITA  
 
Fajar TV  
 
Iklan Spesial 
Tulang dan sendi  
 
Menayangkan tata cara 
pengobatan dan penggunaan 
alat kepada pasien, dan 
adanya testimuno dari pasien.  
 
2 Jum'at, 01 Feb. 2013  
12.25 WITA  
 
Fajar TV  
 
Iklan Spesial 
Tulang dan sendi  
 
Menayangkan tata cara 
pengobatan dan penggunaan 
alat kepada pasien, dan 
adanya testimuno dari pasien.  
 
3 Rabu, 06 Feb. 2013  
14.35 WITA  
 
Fajar TV  
 
Iklan Spesial 
Tulang dan sendi  
 
Menayangkan tata cara 
pengobatan dan penggunaan 
alat kepada pasien, dan 
adanya testimuno dari pasien.  
 
4 Rabu, 13 Feb. 2013  
13.40 WITA  
 
Fajar TV  
 
Iklan Spesial 
Tulang dan sendi  
 
Menayangkan tata cara 
pengobatan dan penggunaan 
alat kepada pasien, dan 
adanya testimuno dari pasien.  
 
5 Rabu, 13 Feb. 2013  
14.10 WITA  
 




Menayangkan tata cara 
pengobatan dan penggunaan 
alat kepada pasien, dan 
adanya testimuno dari pasien.  
 
6 Kamis, 14 Feb. 2013  







Shin She Tong Ji 
dan Muhabbarat  
 
Masih menayangkan iklan 
layanan kesehatan yang 
belum mendapatkan izin.  
 
7 Kamis, 14 Feb. 2013  
13.00 WITA  
 





Masih menayangkan iklan 
layanan kesehatan yang 
belum mendapatkan izin.  
 
8 Selasa, 19 Feb. 2013  
11.25 WITA  
 
Makassar TV  
 
Iklan Kesehatan 
Shin She Tong Ji 
Medistra  
 
Masih menayangkan iklan 
layanan kesehatan yang 
belum mendapatkan izin.  
 
9 Selasa, 19 Feb. 2013  
11.40 WITA  
 
Makassar TV  
 
Iklan Kesehatan 
Shin She Tong Ji 
Medistra  
 
Masih menayangkan iklan 
layanan kesehatan yang 
belum mendapatkan izin.  
 
10 Senin, 25 Feb. 2013  
11.13 WITA  
 
Makassar TV  
 
Iklan Kesehatan 
Sin She Tong Ji 
Medistra  
 
Masih menayangkan iklan 
layanan kesehatan yang 
belum mendapatkan izin.  
 
11 Rabu, 27 Feb. 2013  
09.00 WITA  
 
Makassar TV  
 
Iklan Kesehatan 
Sin She Tong Ji 
Medistra  
 
Masih menayangkan iklan 
layanan kesehatan yang 





 Tabel 9 dan 10 di atas menunjukkan bahwa dari data tersebut 
diketahui sebanyak 7 siaran iklan pengobatan tradisional selama bulan 
Januari Tahun 2013 dan sebanyak 11 siaran iklan pengobatan tradisional  
selama bulan Februari tahun 2013 yang melakukan pelanggaran terhadap 
P3 dan SPS. Berdasarakan tabel diatas terlihat beberapa lembaga 
penyiaran tetap menyiarkan iklan pengobatan tradisional yang telah 
melanggar P3 dan SPS. KPID Sulsel sebagai lembaga negara yang 
bersifat independen dan memiliki wewenang  memberikan sanksi 
terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta 
standar program siaran  diharapkan mengambil tindakan tegas terhadap 
lembaga penyiaran yang tetap melakukan pelanggaran peraturan seperti 
ini. 
2. Pengawasan Masyarakat 
 Bentuk pengawasan oleh masyarakat diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dalam Pasal 9 yaitu sebagai 
berikut : 
1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau 
jasa yang beredar di pasar. 
2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei. 
3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko 
penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, 
pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan 




4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat 
disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada 
Menteri dan menteri teknis. 
 Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aspek pengawasan 
yang dapat dilakukannya sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2001 diatas membuat masyarakat kurang berkontribusi 
dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen khusunya 
dalam siaran iklan pengobatan tradisional herbal dan akupuntur. 
 
3. Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat 
 Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUPK pengertain lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga 
non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang 
mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM 
memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan 
perlindungan konsumen. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) 
UUPK, LPKSM mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran 
atas hak dan kewajiban dan kehatihatian konsumen dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; 
c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 
perlindungan konsumen; 
d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk 
menerima keluhan atau pengaduan konsumen; 
e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat 




 Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan (YLK Sulsel) 
adalah Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang telah 
berdiri sejak tahun 1979 dan tekah terdaftar resmi ke Pemda Sulsel. 
Selain dengan bantuan YLK Sulsel konsumen yang merasa dirugikan juga 
dapat menyelesaiakan sengketa  melalui Bada Penyelesaian Sengketa 
Konsumen atau peradilan di lingkungan peradilan umum. 
 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan 
yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku 
usaha dan konsumen. BPSK kota Makassar betada di dalam gedung 
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal kota Makassar . 
BPSSK sebagai pengadilan khusus konsumen (small claim court) yang 
sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses 
berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, 
BPSK hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan 
dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga 
(pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan.75  
 BPSK tidak dapat berbuat banyak mengenai iklan pengobatan 
tradisional herbal dan akupuntur ini mengingat belum ada aduan dari 
konsumen yang merasa dirugikan. Kurangnya pengetahuan konsumen 
mengenai keberadaan BPSK  ini dan juga kalaupun ada konsumen akan 
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malas memperkarakannya mengingat waktu dan biaya yang akan 
dikeluarkan untuk penyelesaian sengketa.76 
 Seharusnya BPSK dalam hal ini lebih mensosialisasikan kepada 
masyarakat umun mengenai hak-hak konsumen dan apabila mengalami 
kerugian akibat pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
produksi pelaku usaha agar mengadu kepada YLKI ataupun BPSK guna 
untuk diselesaikan. 
 
4. Pengawasan Oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia 
(PPPI) 
 Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) merupakan 
asosiasi perusahaan-perusahaan periklanan yang bergerak di bidang 
komunikasi pemasaran yang berdiri pada 20 Desember 1972. PPPI 
merupakan penerus PBRI (Persatauan Biro Reklame Indonesia) yang 
didirikan pada tanggal 1 September 1949. Sebagai upaya pelaku usaha 
periklanan dalam menetapkan standar perilaku anggotanya serta sebagai 
pedoman dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pelau usaha 
periklanan telah merumuskan kode etik periklanan Indonesia yang pada 
awal munculnya diberikan nama Tata Krama dan Tata Cara Periklana 
Indonesia (TKTCPI), kemudian sejalan dengan pembaharuan tubuh 
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 Hasil wawancara dengan Hj. Sri Rezeki Kasi Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian  
Senin 22 April 2013. Pukul 11.30 Wita. 
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pelaku usaha periklanan, TKTCPI disepakati untuk diubah menajdi Etika 
Pariwara Indonesia (EPI).77 EPI itu sifatnya adalah melengkapi hukum 
positif yang telah ada karena dalam UUPK Pasal 17 ayat 1 (f) disebutkan 
bahwa "Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang 
melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai periklanan". Dengan demikian EPI dapat menjadi rujukan dari 
banyak pihak (termasuk praktisi hukum pada umumnya) mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan etika periklanan. Disinilah posisi strategis dari EPI. 
 Adapun Badan Pengawas Periklanan (BPP) sebagai bagian dari 
PPI mempunyai tugas utama yaitu membantu Pengurus Pusat PPPI 
menegakkan etika bisnis dan etika periklanan yang diproduksi dan atau 
dipublikasikan oleh para Anggota PPPI, sejalan dengan komitmen 
asosiasi kepada masyarakat periklanan Indonesia. Bila sampai terjadi 
pelanggaran, maka BPP akan mengirimkan suatu surat teguran. Bila 
teguran tersebut diabaikan, maka masalah itu menjadi masalah PP PPPI. 
Tindakan maksimal yang dapat dilakukan oleh PP PPPI dalam 
menghadapi anggota yang melanggar EPI adalah menghentikan status 
keanggotaannya.78 Berdasarkan laporan kasus Badan Penawas 
Periklanan PPI 2009-2013 (sampai Februari 2013) terdapat 2 iklan 
pengobatan tradisional herbal yang ditayangkan di televisi dianggap telah 
melanggar EPI. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 
                                                           
77 PPPI http://www.p3i-pusat.com/rambu-rambu/buku-pedoman/195-landasan-pppi- diakses 
pada hari jumat 26 April 2013. Pukul 22.20 Wita 
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 Pariwara Indonesia http://www.pariwaraindonesia.com/index.php/id/rambu/item/172-etika-




Laporan Kasus Badan Pengawas Periklanan (BPP) P31 2009 -2013 
























bahwa iklan tsb 
melanggar 
Pedomen Etika 














N/A BPP tidak 
menemukan biro 
iklannya. IDI dan 
Depkes 
memutuskan 
bahwa iklan tsb 
tidak etis dan 
tidak sesuai dgn 
aturan hukum yg 
berlaku. 
  
 Tabel 12 di atas menunjukkan terdapat 2 iklan pengobatan 
tradisional herbal yang ditayangkan di televisi telah melanggar EPI. BPP 
menegakkan sepenuhnya EPI sesuai dengan mandat yang diterima BPP 
dari Pengurus Pusat (PP) PPPI. EPI bukanlah satu-satunya kitab acuan 
yang digunakan BPP. BPP harus mempunyai wawasan yang luas dan 
melihat aturan-aturan hukum serta aturan-aturan asosiasi lainnya yang 
berkaitan dengan periklanan. EPI juga tidak hanya sekedar memberikan 
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 Laporan kasus PPPI http://www.p3i-pusat.com/rambu-rambu/kasus. diakses pada hari jumat 
26 April 2013/ pukul 22.57 Wita 
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acuan mengenai cara beriklan yang baik, benar dan beretika, tapi juga 
memberikan acuan mengenai proses bisnis antar pihak-pihak yang terkait 
dalam suatu proses pembuatan iklan. Hal ini juga menjadi area yang 
harus diamati oleh BPP. Seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas 
kedua iklan pada tabel tersebut selain melanggar EPI juga melanggar 
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Berdasarkan uraian pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Iklan pengobatan tradisional herbal dan akupuntur yang beredar di 
televisi maupun media cetak sebagian besar telah melanggar 
peraturan khususnya peraturan periklanan dengan menjanjikan 
pengobatan tanpa efek samping dan kesembuhan dalam waktu 
singkat. Namun pada kenyataannya, pengobatan tradisional tidak 
sesuai dengan janji yang diberikan oleh pelaku usaha melalui iklan, 
pengobatan tradisional tetap dapat menyebabkan efek samping 
sementara untuk kesembuhan, pengobatan tradisional memberikan 
efek yang berbeda bagi setiap konsumen dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang tergantung respon tubuh konsumen. Hal 
tersebut tidaklah sesuai dengan informasi yang diberikan pelaku 
usaha periklanan yang mengatakan penyakit dapat disembuhkan 
hanya dalam 3-5 tahap pengobatan. 
2. Perlindungan konsumen terhadap testimoni iklan pengobatan 
tradisional herbal dan akupuntur yaitu pengawasan yang dilakukan 
oleh Komisi Penyiaran Indonesia  Daerah Sulawesi Selatan (KPID 
Sulsel) dengan secara aktif mengawasi peredaran iklan-iklan 
pengobatan tradisional herbal dan akupuntur yang menggunakan 
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testimoni dari pasien dan berpotensi menyesatkan di media 
elektronik serta pembinaan yang dilakukan oleh Persatuan 
Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) dengan memberikan 
arahan kepada perusahaan periklanan agar membuat iklan sesuai 
dengan Etika Pariwara Indonesia (EPI) dan memberikan teguran 
apabila perusahaan periklanan melanggar EPI. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis adalah : 
1. Pelaku usaha iklan pengobatan tradisional herbal dan akupuntur 
yang mengiklankan produknya di media elektronik maupun media 
cetak agar lebih memperhatikan materi iklan yang disampaikan 
jangan hanya memberikan informasi tentang kelebihan produknya 
namun juga harus memberikan info mengenai dampak ataupun 
kelemahan penggunaan produknya serta Pemerintah juga 
diharapkan ikutserta secara aktif dalam membina dan mengawasi 
pelaku usaha bukan hanya terkait barang dan/atau jasanya 
melainkan juga cara pelaku usaha dalam mengiklankan produknya 
serta mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran-
pelanggaran dan  melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang pentingnya hak dan kewajiban konsumen.   
2. Konsumen diharapkan agar lebih cermat dan teliti dalam menyerap 
informasi dari iklan yang disampaikan pelaku usaha karena tidak 
semua iklan memberikan informasi yang benar mengenai 
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produknya serta diharapkan kepada lembaga penyiaran agar lebih 
memilih-milih siaran iklan yang akan disiarkan kepada masyarakat, 
apabila konsumen mengalami kerugian akibat wanprestasi maupun 
perbuatan melawan hukum sebaiknya mengadukan kepada YLKI 
ataupun mengajukan gugatan di BPSK dan konsumen sebaiknya 
juga berperan dalam mengawasi iklan-iklan yang berpotensi 
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Nama    : 
Jenis Kelamin  : 
Alamat   : 
Usia    : 
Pekerjaan   : 
 
Petunjuk Pengisian : 
a. Beri tanda x atau isi pada jawaban pilihan anda 




1. Apakah anda pernah mengunjungi klinik pengobatan tradisional  ? 
a) Iya 
b) Tidak  




c) Iklan tv, radio, koran, majalah dll 
d) internet 
3. Penyakit apakah yang anda alami sehingga memilih menjalani 





c) Asam urat 
d) Lain-lain ........ 
 
4. Mengapa anda memilih pengobatan tradisional dibanding menjalani 
pengobatan modern (rumah sakit) ? 
a) Lebih cepat sembuh  
b) Tidak ada efek samping  
c) Tanpa operasi 
d) Lain-lain ........ 
5. Bagaimanakah pelayanan klinik pengobatan tradisional yang anda 
kunjungi tersebut ? 
a) Sangat memuaskan 
b) Memuaskan 
c) Kurang memuaskan 
d) Tidak memuaskan sama sekali 
6.  Paket pengobatan apakah yang anda pilih dalam menjalani 
pengobatan tradisional ? 
a) Perhari 
b) Perminggu  
c) Perbulan  
d) Lain-lain....... 
7. Sudah berapa kali anda melakukan pengobatan tradisional ? 
a) 1-3 kali 
b) 3-5 kali 
c) 5-7 kali 
d) Diatas 7 kali 






c) Pijat refleksi 
d) Lain-lain ........ 
9. Selama menjalani/setelah menjalani pengobatan tradisional, apakah 




10. Jika anda mengalami efek samping selama menjalani/setelah 






11. Perubahan apakah yang anda rasakan setelah anda menjalani 
pengobatan herbal ? 
a) Tidak ada perubahan (tidak sembuh) 
b) Agak membaik 
c) sembuh 





13. Pernahkah anda melihat iklan pengobatan tradisional ? 
a) Iya 
b) Tidak  
14. Apakah yang menarik dari iklan tersebut sehingga anda memilih 




b) Testimoni (kesaksian) dari pasien yang sudah sembuh 
c) Lain-lain ........ 
15. Menurut anda apakah iklan tersebut sesuai dengan  kenyataan 
setelah anda menjalani pengobatan tradisional ? 
a) Iya 
b) Tidak 
16. Saran, komentar dan masukan yang inigin ditambahkan berkaitan 
dengan klinik pengobatan tradisional. 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
............................................................... 
 
 
 
 
  
